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MOTTO 

 ُ سُوْلَ وَاوُلِى الَْْمْرِ مِنْكمُْْۚ فاَِنْ تنَاَزَعْت َ وَاطَِيْعوُا الرَّ ا اطَِيْعوُا اللّٰه سُوْلِ انِْ كنُْتمُْ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ ِ وَالرَّ مْ فيِْ شَيْءٍ فرَُدُّوْهُ الِىَ اللّٰه

ِ وَالْيَوْمِ  احَْسَنُ تأَوِْيْلً تؤُْمِنوُْنَ باِللّٰه خِرِِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ  ࣖالْْٰ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, 

jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

(An Nisa : 59)  
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan Peraturan Daerah Nomor 4 

tahun 2021  Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren Di Kabupaten Kendal yang 

diusulkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam hal perumusan kebijakan 

daerah Kabupaten Kendal merupakan daerah pertama di Provinsi Jawa Tengah yang 

membentuk Perda Pesantren. Keberanian Kabupaten Kendal dalam merumuskan Perda 

pesantren tentu menjadi unik dikarenakan belum ada daerah yang menjadi referensi 

bagi perumusan Perda yang berkaitan dengan pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui dinamika politik dibalik proses pembentukan Perda 

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten 

Kendal. 

Metode Penelitian ini menggunakan model kualitatif. Metode ini digunakan 

oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat dideskripsikan secara jelas 

dan terperinci serta dapat merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

dinamika politik dibalik proses pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal. Perolehan sumber primer 

dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal. Data sekunder didapat dari literatur, 

perpustakaan seperti buku, jurnal, website, serta sumber-sumber lainnya.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teori formulasi kebijakan yang 

dicetuskan Thomas R Dye menggambarkan bagaimana pola kebijakan yang diambil 

Olah pemerintah Kabupaten Kendal terkait Perda Pesantren yang mendapat pengaruh 

dari kelompok kepentingan sehingga terjadi gesekan antar kelompok kepentingan dan  

dari pola yang terjadi dapat terlihat model formulasi yang sesuai dengan proses 

terbentuknya Perda Pesantren di Kabupaten Kendal adalah "formulasi kebijakan model 

kelompok". 

 

Kata kunci : Fraksi PKB, Fasilitasi Pesantren, DPRD Kabupaten Kendal, Kendal 

 

 

 

 

 

  



 

ix 

 

ABSTRACT 

 The background of this research is the emergence of Regional Regulation Number 4 

of 2021 concerning Facilitation of Development of Islamic Boarding Schools in Kendal 

Regency which was proposed by the National Awakening Party faction. In terms of regional 

policy formulation, Kendal Regency was the first region in Central Java Province to establish 

a Islamic Boarding School Regulation. Kendal Regency's courage in formulating the Islamic 

boarding school regulations is certainly unique because there is no region that has become a 

reference for the formulation of regional regulations related to Islamic boarding schools. 

Therefore, this study aims to find out the political dynamics behind the formation of Regional 

Regulation Number 4 of 2021 concerning Facilitation of Islamic Boarding School 

Development in Kendal Regency. 

 This research method uses a qualitative model. This method is used by researchers 

because with this method the problems can be described clearly and in detail and can refer to 

the research objectives, namely to find out the political dynamics behind the process of forming 

Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Facilitation of Islamic Boarding School 

Development in Kendal Regency. Primary sources in this study were obtained directly through 

interviews with the Regional People's Representative Council (DPRD) of Kendal Regency. 

Secondary data was obtained from literature, libraries such as books, journals, websites, and 

other sources. 

 The results of this study indicate that the theory of policy formulation initiated by 

Thomas R Dye illustrates how the pattern of policies adopted by the Kendal Regency 

government regarding Islamic Boarding School Regulations is influenced by interest groups 

so that there is friction between interest groups and from the pattern that occurs it can be seen 

that the appropriate formulation model with the process of forming the Perda Pesantren in 

Kendal Regency is "group model policy formulation". 

 

Keywords: PKB faction, Facilitation of Islamic Boarding Schools, Kendal Regency DPRD, 

Kendal 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang terfokus pada ajaran agama 

islam dan telah lama berdiri di Indonesia. Berdirinya pondok pesantren di Indonesia 

merupakan bagian dari sejarah yang belum jelas asal usul berdirinya namun, sepanjang 

sejarah nusantara hingga terbentuk Negara Indonesia. Peran pondok pesantren tidak 

terlepas dari perannya sebagai pencetak tokoh-tokoh legendaris sejarah kemerdekaan 

Indonesia. Secara umum pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasis islam 

dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, kelompok, organisasi islam atau masyarakat 

yang memiliki ketaatan lebih terhadap Allah SWT dan dikembangkan secara mandiri 

oleh pemilik atau pengasuh pondok pesantren secara individu maupun sumbangan dari 

seseorang yang ingin berbuat baik seperti zakat maupun hibah. Dalam sejarah singkat 

berdirinya pondok pesantren dikatakan bahwa, adanya pondok pesantren merupakan 

adaptasi budaya hindu- buddha kepada ajaran agama islam yang kemudian 

dikembangkan dan disebarluaskan oleh para pendakwah agama islam di nusantara 

seperti para ulama’ dan raja- raja islam pada masa lalu (Herman, 2013).  

Pada awal berdirinya Indonesia, bertepatan pada tahun 1946  Mr. R Soewardi 

menjabat sebagai menteri pendidikan berdirilah Panitia Penyidik Pengajar Republik 

Indonesia yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro, panitia ini berhasil menetapkan 

keputusan yang berisi pengajaran pondok pesantren dan madrasah, perlu untuk 

dipertinggi dan dimodernisasi serta diberi bantuan dana. Pada tahun 1949, 

pemerintahan mendorong Bangsa Indonesia untuk memajukan pembangunan pada 

sekolah-sekolah umum dan membuka jabatan-jabatan strategis dalam pengelolaannya 

yang kemudian berdampak besar bagi kemunduran pondok pesantren di Indonesia. 

Dengan semakin berkembangnya pendidikan umum di Indonesia minat kaum muda 

untuk meneruskan pendidikan di pesantren semakin menurun, tahun 1950 pada masa 

K.H. A. Wahid Hasyim menjabat sebagai menteri agama melalui peraturan menteri 

agama No 3 tahun 1950, menginstruksikan kepada sekolah-sekolah umum untuk 

memberikan pelajaran agama dan pelajaran umum pada sekolah-sekolah madrasah 

yang kemudian menyebabkan pesantren semakin membuka fasilitas-fasilitas 

pendidikan umum bagi kepentingan pendidikan umum, pesantren tidak hanya fokus 

pada pengajaran madrasah tetapi mendirikan seolah-sekolah umum di pesantren, 
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pondok pesantren Tebu Ireng Jombang merupakan pondok pesantren pertama yang 

mendirikan SMP/SMA, langkah ini kemudian diikuti oleh pesantren lain dan menjadi 

sebuah kompetisi bergengsi bagi sebagian besar pondok pesantren demi menuruti 

kebutuhan masyarakat agar santri dapat belajar agama dan pelajaran  umum dalam satu 

lingkup lembaga pendidikan(Idris, 2013). 

Secara yuridis pondok pesantren baru di tuangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 

2019 Tentang Pesantren yang baru ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada 

tanggal 24 september 2019 lalu. Meski pondok pesantren sudah berdiri sangat lama di 

Indonesia dan sudah mencetak generasi yang berperan besar bagi bangsa Indonesia 

barulah di tahun 2019 pondok pesantren mendapat perhatian dari pemerintah dengan 

diterbitkannya Undang-Undang yang memfokuskan pada pondok pesantren. Lahirnya 

UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan pengakuan Negara terhadap 

sistem pendidikan yang sudah ada selama berabad-abad dan sebuah fasilitasi bagi 

kalangan pesantren agar lebih berkembang di era moderen ini. Lahirnya UU pesantren 

merupakan keresahan atas UU Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) yang dirasa belum mampu mengakomodir pondok pesantren yang 

jumlahnya menembus angka 28.194 unit di tahun 2018(Ahmad Zayadi, 2019).  

Kemunculan Undang-Undang pesantren merupakan udara segar bagi pondok 

pesantren di Indonesia yang kemudian diikuti dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang 

pesantren di kabupaten Kendal. Munculnya Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Fasilitasi Pengembangan Pesantren merupakan produk hukum pemerintah Kabupaten 

Kendal yang diterbitkan pada 29 Juli 2021 dan merupakan Perda yang di khususkan 

sebagai pengembangan pesantren di kabupaten Kendal (Pemerintah Kabupaten Kendal, 

2021). 

Pada tahun 2020 data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal 

tercatat 149 pondok pesantren telah berdiri di kabupaten Kendal dengan jumlah 

pengajar mencapai 1.634 serta jumlah santri mencapai 23.464 tentu jumlah ini terhitung 

sangat banyak tak heran jika Kabupaten Kendal dijuluki sebagai kota santri dengan data 

yang ada tentu pemerintah daerah akan  berupaya untuk merumuskan kebijakan yang 

tepat untuk mewadahi kebutuhan masyarakatnya. 

Berdasarkan pra observasi yang telah dilakukan oleh peneliti hal yang menarik 

perhatian adalah Kabupaten Kendal merupakan daerah pertama di Provinsi Jawa 

Tengah yang berhasil membentuk Perda Pesantren, dalam pembentukan Perda 

pesantren di Kabupaten Kendal tentu akan menjadi sulit untuk dilaksanakan 
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dikarenakan belum ada daerah yang menjadi referensi bagai bagi Kabupaten Kendal 

sebagai pedoman merumuskan suatu Perda yang berkaitan dengan pesantren dan tahap-

tahap yang dilalui dalam prosesnya tentu membutuhkan kerja ekstra dalam mengkaji 

dan merumuskan rancangan Perda pesantren. Dengan demikian kemunculan Perda 

pesantren di Kabupaten Kendal merupakan fenomena unik dari segi formulasi 

pengambilan kebijakan. 

Berdasarkan diskusi yang di lakukan peneliti pada 13 September 2021 bersama 

anggota dewan di kantor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kendal 

saat kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan FISIP UIN Walisongo Semarang, 

bahwasannya kemunculan Perda pesantren di Kabupaten Kendal diinisiasi oleh Fraksi 

Kebangkitan Banga dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mewadahi pesantren di 

Kabupaten Kendal.  

Kemunculan suatu Perda tidak semata-mata muncul dengan proses yang mudah, 

tentunya kebijakan poitik  yang diambil dengan tujuan fasilitasi pesantren akan banyak 

mendapatkan hambatan dalam pembentukan maupun pembahasan dan bahkan mungkin 

ada beberapa pihak yang kurang sepakat dengan munculnya Perda tersebut, sehingga 

dinamika yang terjadi pada tahap-tahap yang dilalui akan menarik dan pantas untuk 

diteliti lebih dalam. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

latarbelakang penelitian tersebut, peneliti bermaksud untuk menelaah poin utama pada 

pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren 

di Kabupaten Kendal yaitu terkait proses politik pembentukan Kebijakan yang 

dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kendal agar peneliti dapat mengetahui lebih dalam 

tentang hal fundamental yang terjadi saat Perda tersebut dibentuk dan disahkan 

sehingga dapat menjelaskan poin-poin yang harus dilalui dalam pengesahan dan 

pertimbangan-pertimbangan yang menjadi legalitas serta relasi politik yang 

melatarbelakangi keterlibatan relasi para tokoh politik.  

Dalam hal ini peneliti akan menggali dan mengkaji Perda tersebut dari sudut 

pandang historis serta menjelaskan secara konkrit terkait pokok yang tertuang dalam 

Perda tersebut sehingga menjadi bahan tulisan peneliti dengan harapan dapat menjadi 

bahan kajian bagi para pengamat politik kebijakan. Dari topik yang telah dipaparkan, 

penulis mengangkat judul ” Politik Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren Di Kabupaten 

Kendal”.     
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika proses politik 

dibalik pembentukan kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi 

Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik dibalik proses 

pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren 

di Kabupaten Kendal. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan tentang politik kebijakan dalam pembentukan Perda fasilitasi 

pengembangan  pesantren Kabupaten Kendal. 

b. Hasil dari penelitian ini diharap dapat menjadi salah satu acuan dalam 

pelaksanaan penelitian lainnya yang lebih relevan. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat yang 

mendidik anak-anaknya di salah satu pesantren yang berada di kabupaten Kendal 

tentang adanya peran lebih pemerintah dalam memperhatikan pondok pesantren 

mengenai fasilitasi pondok pesantren. 

2. Manfaat Akademis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mewariskan pengetahuan serta 

kontribusi teoritis dalam ilmu politik. Lebih dari itu, mengharapkan peneliti adalah 

penelitian ini dapat menjadi rujukan referensi dalam penelitian selanjutnya oleh 

peneliti lain. 

3. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan pedoman pada masa yang akan datang tenang kebijakan publik 

yang merujuk pada bentuk adanya kebijakan publik ataupun aturan lainnya. 

b. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari keberhasilan pembentukan peraturan 

maupun kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini secara sistematis terdapat kesesuaian dengan hasil dari penelitian 

terdahulu. Peneliti akan memaparkan beberapa tulisan yang memiliki kesamaan 

maupun perbedaan yang tentunya menjadi tinjauan dalam pustaka penelitian ini namun 

dalam perspektif yang berbeda. Dari studi yang ada dapat dikelompokan sesuai tema 

sebagai berikut: 

Dalam skripsi yang disusun oleh Karina (2020) dengan judul “Politik Hukum 

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai”. Dalam skripsi ini 

menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah kota Balikpapan dalam 

menanggulangi sampah plastik dengan membentuk suatu kebijakan publik berupa 

Perda yang menghimbau masyarakatnya untuk mengurangi penggunaan pelasik. 

Persamaan skripsi yang disusun oleh Karina dengan skripsi yang akan peneliti lakukan 

terkait politik yang mendasari terbentuknya suatu Perda sedangkan perbedaan skripsi 

yang dipaparkan dengan skripsi yang peneliti laksanakan adalah pada objek kajian. Jika 

objek kajian yang diteliti oleh Karina lebih kepada Perda yang bersangkutan dengan 

lingkungan dan kesehatan, skripsi yang akan peneliti kaji lebih kepada Perda terkait 

pendidikan pondok pesantren(karina, 2020). 

Skripsi yang disusun oleh Nur Winidiyah (2017) dengan judul “Kewenangan 

Fasilitas Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Slayar”. Dalam 

skripsi ini membahas tentang kewenangan Gubernur dalam fasilitasi rancangan Perda 

dan juga hasil fasilitasi rancangan Perda di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah 

satu fasilitasi rancangan ialah peraturan daerah kota Makassar nomor 3 tahun 2014 

tentang penataan dan pengelolaan Ruang terbuka hijau, tetapi tidak dapat berjalan 

dengan semestinya dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengharuskan Pemerintah 

Daerah mengikutinya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang peneliti lakukan 

adalah berobjek pada fasilitasi yang tertuang pada suatu Perda namun beda daerah 

sedangkan perbedaannya lebih pada substansi yang termuat pada Perda, pada Perda 

yang menjadi objek kajian Nur Widiyah membahas tentang fasilitasi penataan  ruang 

terbuka hijau sedangkan skripsi yang peneliti tulis lebih pada fasilitasi pengembangan 

pesantren di Kabupaten Kendal yang tertuang pada Perda No 4 tahun 2021(Nur 

Winidiyah, 2017). 

Skripsi yang disusun oleh Ashanul Ibad (2017) dengan judul “Politik Hukum 

Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang 
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Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008. Dan Undang-

Undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)”. Dalam skripsi ini membahas 

beberapa hal terkait latar belakang politik hukum pembentukan Undang-Undang yang 

menitik beratkan pada penerimaan anggaran partai politik dari APBN yang 

mengakibatkan pertentangan oleh masyarakat luas, pendanaan partai politik yang 

berasal dari APBN dianggap bertentangan dengan kebijakan APBN yang sejatinya 

digunakan untuk membiayai program-program dari pemerintah. Persamaan pada 

skripsi ini dengan skripsi yang penulis garap terletak pada politik  pada suatu kebijakan 

yang di ambil oleh pemerintah sedangkan perbedaannya lebih pada objeknya. Jika 

skripsi ini bermuara pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sedangkan skripsi yang digarap oleh penulis 

lebih kepada Perda No.4 Tahun 2021 Kabupaten Kendal(Ashanul Ibad, 2017). 

Skripsi yang disusun oleh Linda Kurnia Sari (2022) dengan judul “Tinjauan  

Siyasah dusturiyyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 

Tahun 2019 Tentang Fasilitasi pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan 

Narkoba (Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara)”. 

Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 

Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba yang dibentuk oleh 

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan sudut pandang siyasah dusturiyah terhadap 

implementasi pencegahan serta penanggulangan penyalah gunaan narkoba di Daerah 

Lampung Utara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Perda 

sudah berjalan dengan semestinya dan memiliki manfaat bagi masyarakat sesuai dengan 

kebijakan yang dibuat, namun belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan 

pemaparan yang dijelaskan pada skripsi tersebut Kendala yang terjadi ialah sosialisasi 

yang dilakukan kurang masif, fasilitasi yang terbatas, adanya oknum tidak bertanggung 

jawab menggunakan kekuasaan dan harta guna memperalat hukum, tempat rehabilitasi 

yang dianggap masih kurang dan tidak layak, serta belum adanya Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten (BNNK) di Lampung Utara dan berakibat memperlambat proses 

pencegahan penyalah gunaan narkotik. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan 

peneliti kerjakan adalah tentang fasilitasi dalam suatu Perda sedangkan perbedaannya 

skripsi ini lebih kepada Perda narkoba dan narkotika sedangkan skripsi yang akan 

peneliti kerjakan lebih pada fasilitasi pengembangan pondok pesantren(Linda Kurnia 

Sari, 2022). 
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Penelitian yang disusun oleh Tardjono, H (2016) dengan judul “Reorientasi 

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”. Dalam jurnal ini 

menjelaskan tentang orientasi pembentukan Undang-Undang di Indonesia yang sangat 

kurang pada proses maupun hasil terbentuknya Undang-Undang. Temuan dalam 

penelitian ini sangat signifikan mulai dari sifat Undang-Undang dari berbagi rezim dan 

periodik, sifat partai dalam proses pembentukan Undang-Undang maupun kondisi 

masyarakat dengan keter sesuaian Undang-Undang yang dibentuk serta ideologi yang 

berkesinambungan dengan terbentuknya Undang-Undang di Indonesia. persamaan 

politik hukun menjadi dasar kajian namun lebih kepada Perda yang menjadi objek 

penelitian Perbedaannya dengan penelitian ini lebih kepada proses politik dibalik 

pembentukan kebijakan yang di tetapkan pemerintah Kabupaten Kendal yaitu Perda 

Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten Kendal(Tardjono, 2016). 

Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Arianto Zaenal (2018) dengan judul 

“Proses Pembentukan Pertuturan Daerah Di Kabupaten Muna”.  Jurnal ini membahas 

tentang proses pembentukan kebijakan daerah di kabupaten muna yang berfokus pada 

Kendala-Kendala dan solusi dalam pembentukan peraturan daerah. Temuan dalam 

penelitian ini adalah ketidak sesuaian DPRD kabupaten Muna dalam merancang Perda 

yang hanya mengarah pada hal prosedural saja tanpa mengedepankan aspek substansial 

seperti keharusan adanya naskah akademik dan partisipasi masyarakat. Persamaan 

penelitian yang dibuat oleh Muhammad Arianto Zaenal dengan skripsi yang akan 

dibuat oleh penulis adalah pada proses pembentukan suatu Perda sedangkan 

perbedaannya terletak pada substansi objek penelitian, jika penelitian Muhammad 

Arianto Zaenal pada Kendala dan solusi sedangkan skripsi ini berfokus pada tahap 

purna pada Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Pesantren(Zainal, 2018). 

Artikel yang disusun oleh Ubaidilah, I, (2020) dengan judul “Politik Hukum 

Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”. Dalam penelitian ini di telah 

dipaparkan oleh peneliti tentang pembentukan Undang-Undang yang salah kaprah 

dalam tujuan pembentukannya yang seharusnya suatu Undang-Undang dibentuk untuk 

menyalurkan aspirasi masyarakat namun lebih kepada aspirasi anggota partai politik. 

Dalam temuan penelitian ini pasal 13 huruf e menjadi topik utama kajian ini, 

dikarenakan dalam rapat RUU tanggal 3 oktober 2007 beberapa partai menggunakan 

pasal tersebut sebagai penguat hak dan kepentingan parpol. Persamaan artikel yang di 

tulis oleh Ubaidilah, I dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang produk 

hukum dalam bentuk kebijakan perundang-undangan, sedangkan Perbedaannya lebih  
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kepada topik kajiannya antara Undang-Undang Republik Indonesia  dengan Perda 

Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten Kendal(Ubaidilah, 2020). 

Jurnal yang ditulis oleh Fahrudin soleh (2022). Dengan judul “Analisis 

Kebijakan Publik Terhadap Formalisasi Pondok Pesantren Di Indonesia”. jurnal 

tersebut membahas tentang analisis terhadap kebijakan yang ada di Indonesia dengan 

temuan UU Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 55 Tahun 2007, PMA Nomor 13 Tahun 

2014, dan UU Nomor 18 Tahun 2019 yang didalamnya telah tertuang produk kebijakan 

yang mengatur Pesantren. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan peneliti garap 

adalah pada pesantren sebagai pokok utama dalam substansi kebijakan, sedangkan 

perbedaannya adalah poin yang dibahas Fahrudin lebih pada pencarian produk hukum 

yang mengatur pesantren sedangkan skripsi ini berfokus pada latar dimana suatu Perda 

pesantren mulai disahkan(Farhanudin Sholeh, 2022). 

Artikel yang disusun oleh Wijaya, N. Perwira, T, H,. & Rusman, R.S. 

(2020). Dengan judul “Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”. Jurnal ini menjelaskan pentingnya Undang-

Undang pondok pesantren sebagai sokongan dan kepedulian pemerintah terhadap 

pendidikan berbasis agama islam sebagai jaminan pemerintah kepada masyarakat 

tentang kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia. Aspek yuridis menjadi landasan 

filosofis penelitian terhadap UU Nomor 18 Tahun 2019 ini seta komparasi dengan pasal 

31 ayat 1 UUD 1945 yang kemudian menjadi hasil penelitian, bahwa pemerintah telah 

mewadahi kebutuhan masyarakat dalam aspek pendidikan. Persamaan artikel yang 

disusun oleh Wijaya, N. Prewira, T, H,. &Rusman, R,S. dengan skripsi ini adalah 

tentang kebijakan pemerintah tentang pondok pesantren, sedangkan perbedaannya lebih 

kepada substansi kajian, artikel yang menjadi tinjauan lebih kepada substansi UU 

Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren sedangkan skripsi yang ditulis lebih 

kepada dinamika politik pembentukan Perda Pesantren Nomor 4 Tahun 2021 

Kabupaten Kendal(oleh Wijaya, N. Perwira, T, H,. & Rusman, 2020). 

Artikel yang disusun oleh Amedi, A. M. (2018) dengan judul “Analisis Politik 

Hukum Pendidikan Dasar Di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sutainable Development Goals/SDGs)”. Jurnal ini menjelaskan tentang 

keterkaitan Undang-Undang Sisdiknas dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 2 dan peran 

pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan  seta realita dimasyarakat tentang 

kondisi pendidikan siswa SD/SMP sederajat,  dengan adanya UU Sisdiknas sudah 

mewadahi kepentingan pendidikan dan juga pemerintah dengan berbagai programnya 
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berupaya untuk memajukan pendidikan namun realita temuan belum sesuai dengan 

kondisi lapangan. Program bantuan yang tidak merata dan minat belajar seseorang 

dikatakan masih sangat kurang, ketidak harmonisan pemerintah pusat dan daerah turut 

menjadi faktor tidak tercapainya misi pendidikan, masalah investasipun turut mewarnai 

dunia pendidikan yang menyebabkan ketidak netralan dunia pendadakan di Indonesia. 

Keterkaitan antara politik, hukum, pemerintah, masyarakat, dan ekonomi menjadi pusat 

utama jurnal ini. Persamaan Artikel yang disusun oleh Amedi, A. M. dengan skripsi ini 

adalah tentang analisis politik suatu kebijakan pendidikan, sedangkan perbedaan pada 

penelitian ini ialah antara politik hukum dan politik kebijakan(Amedi, 2018). 

Artikel yang disusun oleh Aristo Evendi A, Barlian (2016) tentang “Konsistensi 

Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hirarki Perundang-Undangan Perspektif 

Politik Hukum”. Hasil dari penelitian ini merujak pada aspek ketidak sesuaian yuridis 

antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dikarenakan produk hukum yang 

di bentuk belum selaras dengan landasan hukum yang ada di pusat. Ketidak mampuan 

pembentukan Perda yang sesuai dengan ilmu pengetahuan perundang undangan 

menjadikan banyak Perda yang tertolak dan batal disahkan. Kurangnya pembinaan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga menjadi penyebab utama penolakan 

Perda. Persamaan artikel yang disusun oleh Aristo Evendi A, Barlian dengan penelitian 

ini adalah tentang politik kebijakan Perda, sedangkan perbedaannya lebih kepada faktor 

politik pembentuk Perda bukan konsistensi hirarki suatu Perda(Barlian, 2016). 

Dari tinjauan pustaka yang menjadi rujukan, acuan referensi, dan perbandingan 

antara persamaan dan perbedaan peneliti mengambil beberapa kajian terdahulu yang 

benar-benar sesuai dengan adanya penelitian ini yang pertama tentang skripsi yang 

terfokuskan pada politik hukum dengan bentuk, hasil riset dan analisis yang berbeda 

beda, kedua tentang jurnal atau artikel yang sesuai terkait kebijakan publik yang hampir 

mirip dari segi pembahasan dan bahkan mirip dari segi topik penelitian, namun dalam 

pembahasan terkait Perda tentang pondok pesantren di kabupaten Kendal benar-benar 

minim akan referensi dari kajian terdahulu sehingga peneliti beranggapan penelitian 

yang akan peneliti lakukan merupakan salah satu riset terawal di kabupaten Kendal 

yang membahas mengenai Perda Pesantren di Kabupaten Kendal. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan  penelitian 

Penelitian ini fokus pada kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Fasilitasi Pesantren Di Kabupaten Kendal, menggunakan jenis penelitian metode 

kualitatif dengan data-data deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Perda 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pesantren Di Kabupaten Kendal. Menurut 

sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk mengkaji suatu keadaan obyek yang alamiah, sedangkan peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan 

hasil penelitian kualitatif lebih memusatkan artinya dari pada abstraksi. Sedangkan 

analisis deskriptif lebih kepada kajian pada objek penelitian yang dikaji melalui data 

atau sampel yang diperoleh serta membuat suatu simpulan yang lebih umum dan 

pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada proses 

pengesahan yang terjadi pada ruang sidang DPRD Kabupaten Kendal mengenai 

Perda Nomor 4 Tahun 2021. menurut sugiyono (2017) studi kasus merupakan jenis 

penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi dan 

sebagainya dalam waktu tertentu.  

2. Sumber Dan Jenis Data 

Ada dua jenis data sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu primer dan sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

informasi dalam bentuk catatan hasil dari wawancara dan juga dokumentasi. 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode tersebut agar mendapatkan data-data 

juga informasi  lain terkait politik hukum dibalik pembentukan Perda No. 4 Tahun 

2021 tentang Fasilitasi Pesantren Di Kabupaten Kendal. Data primer pada 

penelitian ini adalah hasil dari wawancara atau tatap muka dengan Anggota 

DPRD Kabupaten Kendal yang berbekal draf wawancara yang telah peneliti 

susun.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tertulis dan dari data ini bisa dilihat 

keaslian dan di kevalitannya dari data tersebut dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Data yang didapat merupakan hasil yang diperoleh dari buku, jurnal, 
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blog, maupun hasil penelitian terdahulu yang mana penelitian tersebut memiliki 

keterkaitan dengan penelitian dengan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode wawancara merupakan pengumpulan data secara lisan dan 

bertatap muka dengan seseorang yang menjadi narasumber. Seperti yang di 

kemukakan Sugiyono(2013) dalam menemukan permasalahan  yang harus di 

teliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih 

mendalam dengan mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau self-report. 

Wawancara dapat dilakukan degan tatap muka ataupun dengan media telepon.  

b. Dokumentasi 

Sebagai sumber data, metode ini memanfaatkan dokumen-dokumen yang 

ada sebagai sumber informasi serupa yang dapat diandalkan. Hal ini hampir mirip 

dengan riset di perpustakaan. Menurut Arikunto (2006) menjelaskan metode 

dokumentasi adalah mencari dara menggunakan variabel berupa catatan, buku, 

majalah, surat kabar, notulensi  rapat, transkrip, prasasti, agenda dan sebagainya. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisi darta yang 

dikemukakan oleh Miles and Humberman. Dalam tahapannya Miles dan 

Huberman menyebutkan terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk 

menganalisis data dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013: 7). 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Model ini dilakukan dengan  cara merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, mencari pola lainnya dan membuang hal 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksikan akan 

memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk 

mempermudah pengumpulan data selanjutnya agar lebih jelas. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dalam 

penelitian kualitatif bisanya dipaparkan berupa teks berbentuk narasi. Dengan 

adanya penyajian data tersebut akan mempermudah peneliti dalam memahami 

apa yang terjadi dan juga dapat merancang sebuah hasil penelitian. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing or Verivication) 
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Verifikasi data penelitian merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan 

sebuah penelitian berdasarkan perolehan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber, kemudian peneliti akan menarik suatu simpulan terhadap data yang 

telah diperoleh. Pada tahap ini peneliti akan melakukan suatu pengkajian 

terhadap simpulan yang diambil dengan data pembanding teori yang di 

gunakan, pengujian ini dimaksud untuk melihat kebenaran hasil analisis serta 

memunculkan suatu kesimpulan yang dapat dipercaya. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini guna mempermudah pemahaman dalam 

memberikan gambaran secara menyeluruh, skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan 

susunan yang sistematis se ibagai beirikut: 

BAB I: PEiNDAHULUAN 

Beirisi peinjeilasan latar beilakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

peineilitian seirta meitodei peineilitian yang digunakan ole ih peineiliti agar meindapatkan hasil 

yang maksimal, di lanjut de ingan kajian pustaka dari be irmacam peineilitian teirdahulu 

beiseirta alasan yang me indasari lahirnya pe ineilitian ini. 

BAB II: KE iRANGKA TE iORI 

Beirisi peimaparan meingeinai deifinisi, keirangka teioritis seibagai landasan 

peinulisan skripsi  se irta beibeirapa reivieiw yang beirhubungan de ingan peineilitian. 

Peineilitian ini meimbahas teintang politik hukum pe imbeintukan Peirda Nomor 4 Tahun 

2021 Kabupatein Keindal. 

BAB III: GAMBARAN OBYE iK DAN DATA PENELITIAN  

beirisi teintang gambaran umum obje ik peineilitian yang me irupakan 

landscapei DPRD Kabupatein Keindal dan Fraksi yang ada pada DPRD Kabupate in 

Keindal di dalamnya te irdapat leitak geiografis dan deimografis seirta struktur politik 

DPRD Kabupatein Keindal. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PEiNEiLITIAN  

beirisi teintang peimaparan analisis data pe ineilitian. Bab ini beirisi teintang jawaban 

peirtanyaan peineilitian  yang teirtulis pada rumusan masalah pe irtama dalam pe ineilitian ini 

yakni politik kebijakan peimbeintukan Peirda Peisantrein Kabupatein Keindal 

BAB V: PEiNUTUP 

beirisi teintang peinutup beiseirta keisimpulan dari hasil dari pe ineilitian yang dibahas 

pada bab seibeilumnya deingan diseirtai saran pe ineilitian.  
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BAB II  

TEORI FORMULASI KEBIJAKAN  

A. Pengertian Kebijakan  

Meinurut Thomas R. Dye (Dye, 2016 : 01), i(2016)kebijakan publik adalah “is whste inveir 

goveirmeints choosei to do or not to do” yang me ineigaskan keipada peimeirintah, adalah 

apapun yang dipilih pe imeirintah, meingeirjakan atau tidak te irhadap seisuatu. Tindakan 

yang di teigaskan oleih Dye i bahwa apapun yang dilakukan ole ih peimeirintah seira meirta 

harus deingan tujuan, bukan hanya karena keiinginan peimeirintah ataupun pe ijabatnya. 

Apabila di peilajari istilah ke ibijakan pubik, seisungguhnya keibijakan meirupakan seibuah 

produk yang disusun atau dirancang ole ih pihak leigislatif beirsama eikseikutif seibagai 

aktor keibijakan, yang be iroutput pada seibuah impleimeintasi keibijakan. Bahkan hasil dari 

impleimeintasi dapat me inimbulkan seibuah dampak teirhadap keipeintingan keilompok 

maupun masyarakat. Dalam pe imbeintukan seibuah keibijakan substansi dan ke iadaan 

sasaran keibijakan meilahirkan reikomeindasi yang dapat dijalankan dan 

diimplementasikan  seibagai dari tujuan se ibuah produk keibijakan. 

Kebijakan politik berfungsi untuk mencapai tujuan politik tertentu, seperti 

penguasaan kekuasaan, pengaturan dan pemeliharaan stabilitas sosial, redistribusi 

sumber daya, perlindungan hak asasi manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

atau mengatasi masalah sosial. Kebijakan politik dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, 

termasuk ideologi, nilai-nilai politik, kepentingan politik, serta tekanan dari masyarakat 

dan kelompok kepentingan. Proses pembuatan kebijakan politik melibatkan analisis 

masalah, pengumpulan informasi, diskusi, negosiasi, dan pengambilan keputusan yang 

melibatkan partai politik, pejabat pemerintah, dan institusi politik lainnya. Setelah 

kebijakan politik diadopsi, implementasi dan evaluasi kebijakan juga menjadi bagian 

penting dari proses tersebut. 

B. Model Formulasi Kebijakan Thomas R Dye 

1. Model proses  

Keibijakan seibagai Aktivitas Politik Proseis dan peirilaku politik me irupakan 

fokus utama ilmu politik. Ilmu politik me impeilajari aktivitas pe imilih, keilompok 

keipeintingan, leigislator, preisidein, birokrat, hakim, dan aktor politik lainnya. Salah 

satu tujuan utamanya adalah me ineimukan pola keigiatan atau “proseis”. Modeil proseis 

beirguna untuk me imbantu kita me imahami beirbagai aktivitas yang te irlibat dalam 
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peimbuatan keibijakan. Kami ingin me ingingat bahwa pe imbuatan keibijakan 

meilibatkan ideintifikasi masalah (me indeifinisikan masalah dalam masyarakat yang 

pantas meindapat peirhatian publik), me ineitapkan ageinda (meindapatkan peirhatian 

peimbuat keibijakan), me irumuskan proposal (me irancang dan me imilih opsi 

keibijakan), meileigitimasi keibijakan (meingeimbangkan dukungan politik; 

meimeinangkan kongre is, preisidein, peirseitujuan peingadilan), imple imeintasi keibijakan 

(meinciptakan birokrasi, me imbeilanjakan uang, me ineigakkan hukum), dan 

meingeivaluasi keibijakan (meincari tahu apakah ke ibijakan itu beirhasil). 

Modeil proseis Thomas R. Dye i adalah salah satu mode il analisis keibijakan 

yang meincakup eimpat tahap dalam formulasi ke ibijakan, yaitu: 

a. Ageinda Seitting 

Tahap peirtama dalam mode il ini adalah peineintuan ageinda keibijakan. Pada 

tahap ini, masalah yang dihadapi diide intifikasi dan dibe iri peirhatian oleih para 

peingambil keiputusan. Prose is ini meIibatkan inteiraksi antara be irbagai keilompok 

masyarakat, termasuk keilompok keipeintingan, organisasi masyarakat, me idia 

massa, dan peimeirintah. Tujuan utama tahap ini adalah me inarik peirhatian publik 

dan menempatkan masalah pada age inda keibijakan. 

b. Formulasi Keibijakan 

Tahap keidua adalah formulasi ke ibijakan. Pada tahap ini, para pe ingambil 

keiputusan meingeivaluasi masalah dan me ineintukan solusi untuk mengatasinya. 

Proses ini meilibatkan peimbeintukan keibijakan, peingeimbangan alteirnatif 

keibijakan, analisis konse ikueinsi dari alteirnatif keibijakan, dan peimilihan keibijakan 

yang paling eifeiktif. 

c. Impleimeintasi Keibijakan 

Pada tahap ini, kebijakan yang telah diformulasikan diimplementasikan dan 

dijalankan. Proses ini meIibatkan interaksi antara para pengambil keputusan, birokrasi, 

dan kelompok masyarakat yang terkena dampak kebijakan. Tujuan utama tahap ini 

adalah mengimplementasikan keibijakan secara efektif dan efisien. 

d. E ivaluasi Keibijakan 

Tahap teirakhir ialah e ivaluasi pada keibijakan. Pada tahap ini, Se ibuah 

keibijakan akan die ivaluasi untuk meingeitahui apakah tujuan ke ibijakan teilah 

teircapai dan untuk me ineintukan apakah pe irubahan dipeirlukan. Proseis ini 

meilibatkan peingukuran dampak ke ibijakan, analisis e ifeiktivitas keibijakan, dan 

peinyeisuaian keibijakan yang dipe irlukan. 
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Deingan meingikuti keieimpat tahap ini seicara sisteimatis, modeil proseis 

Thomas R. Dyei dapat meimbantu para peingambil keiputusan dalam me irancang 

dan meingimpleimeintasikan keibijakan yang eifeiktif. Namun, se ipeirti halnya deingan 

modeil analisis ke ibijakan lainnya, ada be ibeirapa kritik teirhadap modeil ini, 

teirmasuk keiteirbatasan dalam me impeirtimbangkan faktor-faktor politik dan sosial 

yang kompleiks dan seiringkali sulit dipreidiksi (Dye, 2016). 

2. Model Institusional  

Modeil keibijakan institusional Thomas R. Dye i meineikankan bahwa ke ibijakan 

publik dipeingaruhi oleih faktor institusional se ipeirti leimbaga peimeirintah, keilompok 

keipeintingan, dan struktur politik. Dalam mode il ini, keibijakan publik dipandang 

seibagai hasil dari inteiraksi antara institusi-institusi teirseibut. Teirdapat eimpat tahapan 

dalam modeil keibijakan institusional Thomas R. Dye i, yaitu: 

a. Peimbeintukan Leimbaga 

Tahap peirtama dalam mode il ini adalah pe imbeintukan leimbaga atau 

institusi. Pada tahap ini, le imbaga-leimbaga peimeirintah dan organisasi masyarakat 

dibeintuk untuk meingatasi masalah sosial atau politik. Peimbeintukan leimbaga 

dipeingaruhi oleih faktor-faktor seipeirti keibutuhan masyarakat, teikanan keilompok 

keipeintingan, dan struktur politik. 

b. Inteiraksi antara Le imbaga 

Tahap keidua adalah inte iraksi antara leimbaga atau institusi. Pada tahap ini, 

leimbaga-leimbaga teirseibut saling beirinteiraksi dalam me ingeimbangkan keibijakan 

publik. Inteiraksi ini meiliputi keirja sama, peirsaingan, dan konflik antara le imbaga-

leimbaga teirseibut. 

c. Peimbeintukan Keibijakan 

Tahap keitiga adalah pe imbeintukan keibijakan publik. Pada tahap ini, 

leimbaga-leimbaga teirseibut beirupaya meingeimbangkan keibijakan publik yang 

eifeiktif dan eifisie in untuk meingatasi masalah sosial atau politik yang dihadapi. 

Proseis ini meilibatkan peimbeintukan keibijakan, peingeimbangan alteirnatif 

keibijakan, analisis konse ikueinsi dari alteirnatif keibijakan, dan peimilihan keibijakan 

yang paling eifeiktif. 

d. Impleimeintasi Keibijakan 

Tahap teirakhir adalah imple imeintasi keibijakan publik. Pada tahap ini, 

keibijakan yang te ilah diformulasikan diimple imeintasikan dan dijalankan. Prose is 

ini meilibatkan inteiraksi antara le imbaga-leimbaga peimeirintah, birokrasi, dan 
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keilompok masyarakat yang te irkeina dampak keibijakan. Tujuan utama tahap ini 

adalah meingimpleimeintasikan keibijakan seicara eifeiktif dan eifisiein. 

Dalam modeil keibijakan institusional Thomas R. Dye i, institusi atau 

leimbaga meimiliki peiran peinting dalam proseis peimbeintukan dan imple imeintasi 

keibijakan publik. Mode il ini meingakui bahwa faktor institusional se ipeirti struktur 

politik, keilompok keipeintingan, dan leimbaga peimeirintah sangat me impeingaruhi 

proseis keibijakan publik. Namun, kritik te irhadap modeil ini adalah bahwa faktor-

faktor eiksteirnal seipeirti budaya, nilai, dan norma sosial tidak se ilalu teirwakili 

dalam modeil ini (Dye, 2016). 

3.  Model rasional 

Modeil Rasional (Rational) me ineikankan bahwa : Ke ibijakan publik seibagai 

keiuntungan sosial yang tinggi, artinya peimeirintah seibagai reigulator keibijakan 

harus dapat meimilih keibijakan yang meimbe irikan manfaat yang optimal ke ipada 

masyarakat, dan dalam pe irumusan keibijakan harus didasarkan pada ke iputusan 

yang teilah dipeirhitungkan. rasionalitas yaitu pe irbandingan antara peingorbanan dan 

hasil yang ingin dicapai se ihingga modeil ini leibih meineikankan pada aspe ik eifisie insi 

atau eikonomi.Rumusan ke ibijakan dalam mode il ini meineikankan dan disusun se icara 

beirurutan. a) Meingeitahui preifeireinsi publik dan keiceindeirungannya, b) Me ineimukan 

opsi, c) Meinilai konseikueinsi dari pilihan, d) Me inilai rasio sosial yang dikorbankan, 

dan ei) Meimilih alteirnatif keibijakan yang paling e ifeiktif, 

Keibijakan rasional adalah ke ibijakan yang meincapai “manfaat sosial yang 

maksimum”; yaitu, peimeirintah harus me imilih keibijakan yang me inghasilkan 

manfaat bagi masyarakat yang me ileibihi biaya deingan jumlah te irbeisar, dan 

peimeirintah harus me inahan diri dari ke ibijakan jika biaya le ibih beisar daripada 

manfaat. 

Peirhatikan bahwa ada dua pe idoman peinting dalam de ifinisi manfaat sosial 

maksimum ini. Pe irtama, tidak ada ke ibijakan yang harus diadopsi jika biayanya 

leibih beisar daripada manfaatnya. Ke idua, di antara be irbagai alte irnatif keibijakan, 

peingambil keiputusan harus me imilih keibijakan yang me inghasilkan manfaat 

teirbeisar dibandingkan de ingan biaya. Deingan kata lain, suatu ke ibijakan dikatakan 

rasional ke itika seilisih antara nilai yang dicapainya dan nilai yang dikorbankannya 

beirnilai positif dan le ibih beisar dibandingkan de ingan alteirnatif keibijakan lainnya. 

Seiseiorang seiharusnya tidak me ilihat rasionalisme i dalam keirangka dolar-dan-se in 

yang seimpit, di mana nilai-nilai sosial dasar dikorbankan de imi peingheimatan dolar. 
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Rasionalismei meilibatkan peincacahan seimua nilai sosial, politik, dan e ikonomi yang 

dikorbankan atau dicapai ole ih keibijakan publik, bukan hanya yang dapat diukur 

deingan keikayaan.Untuk me imilih keibijakan yang rasional, pe imbuat keibijakan 

harus: (1) meingeitahui seimua preifeireinsi nilai masyarakat dan bobot reilatifnya, (2) 

meingeitahui seimua alteirnatif keibijakan yang te irseidia, (3) me ingeitahui seimua 

konseikueinsi dari seitiap alteirnatif keibijakan, (4) me inghitung rasio manfaat. biaya 

untuk seitiap alteirnatif keibijakan, dan (5) me imilih alteirnatif keibijakan yang paling 

eifisiein. Rasionalitas ini me ingasumsikan bahwa pre ifeireinsi nilai masyarakat se icara 

keiseiluruhan dapat dike itahui dan diboboti. Tidaklah cukup me ingeitahui dan 

meinimbang nilai-nilai beibeirapa keilompok dan bukan yang lain. Harus ada 

peimahaman yang utuh teintang nilai-nilai sosial. Pe imbuatan keibijakan yang 

rasional juga me imeirlukan informasi te intang keibijakan alteirnatif, kapasitas 

preidiktif untuk se icara akurat meimpreidiksi konseikueinsi dari ke ibijakan alteirnatif, 

dan keiceirdasan untuk meinghitung rasio biaya-keiuntungan deingan beinar. Teirakhir, 

peimbuatan keibijakan yang rasional me imbutuhkan sisteim peingambilan keiputusan 

yang meimfasilitasi rasionalitas dalam pe imbeintukan keibijakan. Namun, ada be igitu 

banyak hambatan untuk peingambilan keiputusan yang rasional. Tapi mode il masih 

peinting untuk tujuan analitis kare ina meimbantu meingideintifikasi hambatan 

rasionalitas. Thomas me injeilaskan bahwa pe imbuatan keibijakan bukanlah prose is 

yang leibih rasional kare ina: 

a. Banyak manfaat dan biaya yang be irteintangan tidak dapat dibandingkan atau 

ditimbang; misalnya, sulit untuk me imbandingkan atau me inimbang nilai nyawa 

seiseiorang teirhadap biaya re igulasi. 

b. Para peimbuat keibijakan mungkin tidak te irmotivasi untuk me imbuat keiputusan 

beirdasarkan tujuan masyarakat, me ilainkan meincoba untuk me imaksimalkan 

peinghargaan me ireika seindiri yaitu ke ikuasaan, status, peimilihan keimbali, dan 

uang. 

c. Peimbuat keibijakan mungkin tidak te irmotivasi untuk me imaksimalkan manfaat 

sosial beirsih teitapi hanya untuk me imeinuhi tuntutan ke imajuan; meireika tidak 

meincari sampai me ireika meineimukan “satu cara te irbaik”; seibaliknya meireika 

meingheintikan peincarian meireika keitika meireika meineimukan alteirnatif yang 

akan beirhasil. 
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d. Inveistasi beisar dalam program dan ke ibijakan yang ada (biaya hangus) 

meinceigah peimbuat keibijakan meimpeirtimbangkan keimbali alteirnatif-alteirnatif 

yang dikeisampingkan ole ih keiputusan seibeilumnya. 

e. Ada banyak hambatan untuk me ingumpulkan seimua informasi yang dipe irlukan 

untuk meingeitahui seimua keimungkinan alte irnatif keibijakan dan 

konseikueinsinya, teirmasuk biaya peingumpulan informasi, ke iteirseidiaan 

informasi, dan waktu yang dipeirlukan untuk me ingumpulkannya. 

f. Baik kapasitas pre idiktif ilmu sosial dan pe irilaku maupun ilmu fisika dan biologi 

tidak cukup maju untuk me imungkinkan peimbuat keibijakan meimahami manfaat 

atau biaya peinuh dari seitiap alteirnatif keibijakan. 

g. Peimbuat keibijakan, bahkan de ingan teiknik analitik teirkomputeirisasi teircanggih, 

tidak meimiliki keiceirdasan yang cukup untuk me inghitung biaya dan manfaat 

seicara akurat keitika seijumlah beisar nilai politik, sosial, e ikonomi, dan budaya 

yang beiragam dipeirtaruhkan. 

h. Keitidakpastian teintang konseikueinsi dari beirbagai alte irnatif keibijakan 

meimbatasi peimbuat keibijakan (Dye, 2016). 

4. Model Incrementalisme 

Inkreimeintalismei (peindeikatan manajeimein deingan beirbagai alte irnatif 

keimudian meingujinya satu peirsatu) meimandang keibijakan publik se ibagai 

keilanjutan dari ke igiatan peimeirintah masa lalu de ingan hanya modifikasi be irtahap. 

Ilmuwan politik Charle is E i. Lindblom peirtama kali me impreiseintasikan modeil 

inkreimeintal seibagai kritik teirhadap modeil peingambilan keiputusan yang rasional. 

Meinurut Lindblom, pe imbuat keiputusan tidak seitiap tahun meininjau seimua 

keibijakan yang ada dan yang diusulkan, me ingideintifikasi tujuan masyarakat, 

meimeiriksa manfaat dan biaya ke ibijakan alteirnatif dalam me incapai tujuan teirseibut, 

urutan peiringkat preifeireinsi untuk seitiap alteirnatif keibijakan dalam hal manfaat 

beirsih maksimal , lalu me imbuat pilihan beirdasarkan seimua informasi yang re ileivan. 

Di sisi lain, ke indala waktu, informasi, dan biaya meinghalangi pe imbuat keibijakan 

untuk meingideintifikasi beirbagai alteirnatif keibijakan dan konse ikueinsinya. Keindala 

politik meinceigah peimbeintukan tujuan sosial yang je ilas dan peirhitungan biaya dan 

manfaat yang akurat. Mode il inkreimeintal meingakui sifat pe imbuatan keibijakan 

"rasional-kompreiheinsif" yang tidak praktis dan me inggambarkan prose is 

peingambilan keiputusan yang le ibih konseirvatif. Inkre imeintalisme i beirsifat 

konseirvatif kareina program, ke ibijakan, dan pe ingeiluaran yang ada diambil se ibagai 
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dasar, dan peirhatian dikonse intrasikan pada program dan ke ibijakan baru dan pada 

peiningkatan, peinurunan, atau modifikasi program saat ini. Me ireika meilakukannya 

kareina tidak punya waktu, informasi, atau uang untuk me inyeilidiki seimua alteirnatif 

keibijakan yang ada. Biaya untuk me ingumpulkan seimua informasi ini te irlalu beisar. 

Peimbuat keibijakan tidak meimiliki kapasitas pre idiksi yang me imadai untuk 

meingeitahui seimua konseikueinsi dari seitiap alteirnatif. Meireika juga tidak dapat 

meinghitung rasio biaya-manfaat untuk keibijakan alteirnatif keitika banyak nilai 

politik, sosial, e ikonomi, dan budaya yang be iragam dipeirtaruhkan. Deingan 

deimikian, keibijakan yang se ipeinuhnya "rasional" dapat me injadi "tidak eifisie in" 

(walaupun istilahnya be irteintangan) jika waktu dan biaya untuk me ingeimbangkan 

keibijakan yang rasional be irleibihan. 

Seilain itu, inkre imeintalismei bijaksana seicara politik. Ke iseipakatan meinjadi 

leibih mudah dalam pe imbuatan keibijakan keitika satu-satunya hal yang 

dipeirseingkeitakan adalah me inambah atau me ingurangi anggaran atau me ingubah 

program yang ada. Konflik me iningkat keitika peingambilan keiputusan beirfokus 

pada peirubahan keibijakan beisar yang meilibatkan keiuntungan atau ke irugian beisar, 

atau keiputusan keibijakan "seimua atau tidak sama se ikali", atau "ya atau tidak". 

Kareina keiteigangan politik yang te irlibat dalam meiloloskan program atau ke ibijakan 

baru seitiap tahun akan sangat be isar, keimeinangan keibijakan masa lalu akan teirbawa 

kei tahun-tahun meindatang keicuali ada peinyeisuaian politik yang substansial. 

Deingan deimikian, inkre imeintalismei peinting dalam meireiduksi konflik, me injaga 

stabilitas, dan me ime ilihara sisteim politik itu se indiri (Dye, 2016). 

5. Model kelompok (group) 

Peiran politik keibijakan dalam peimbeintukan suatu Pe irda sangatlah peinting, 

dikareinakan peimbeintukan Peirda beirkaitan eirat deingan politik, hukum, dan 

keibijakan publik. re ileivansinya dalam te irbeintuknya suatu Peirda ialah peiran 

keipeintingan-keipeintingan yang teirmuat dalam Peirda haruslah me incakup 

keipeintigan beirbagai eile imein seipeirti aspirasi masyarakat luas,  golongan  maupun 

peimeirintah dikare inakan eileimein yang ada akan be irjalan beiriringan deimi 

teirwujudnya tujutan teirbeintunya Peirda yang teintu beiroutput pada keimaslahatan. 

Deingan deimikian peirlunya keirangka teiori dan sudut pandang para ahli se ibagai 

landasan teioritis dalam me ineiliti maupun me inganalisis suatu peirkara, dan jika 

meingacu pada Peirda Peisantrein di Kabupatein Keindal maka peinulis meinggunakan 

teiori seibagai beirikut: 
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Thomas R Dye i meirumuskan formulasi ke ibijakan modeil keilompok dama 

meingabmil keibijakan. Keibijakan seibagai titik keiseiimbangan yang diandalakan 

dalam modeil keilompok seidangkan inti dari gagasnya ialah inte iraksi dalam suatu 

keilompok akan meinghasilkan keiseiimbangan antar keilopok keipeintingasn dan dapat 

diartikan keiseiimbangan adalah yang te irbaik. Dalam mode il ini individu dalam 

keilopok beirpeiran beisar dalam inteiraksi baik seicara formal maupun informal, 

seicara langsung atau peirantara meidia massa seibagai peinyampai keipeintingan akan 

tuntutan keipada peimeirintah untuk me ingeiluarkan keibijakan publik yang se isusi 

deingan keipeirluan keilompok. Disini pe iranan dari se ibuah sisteim politik adalah 

seibagai manajeimein konflik antar ke ilompok yang muncul se ibuah keiseiimbangan 

dari adanya peirbeidaan tuntutan, me ilalui: 

a. Meirumuskan aturan main antar ke ilompok keipeintingan. 

Dalam hal ini individu dalam ke ilompok yang beirpeiran seibagai reilasi keipada 

pemer intah teintu akan meineintukan aturan dalam komunikasi politik de ingan pihak 

yang terkait seibagai langkah taktis pemenuhan keibutuhan akan kepentingan yang di 

bawa keilompok. 

b. Meinata kompromi dan me inyeiimbangkan keipeintingan. 

Keitika aturanmain atar ke ilompok keipeintingan teilah meineimukan aturan yang 

seisuai maka ke ipeintingan yang akan dibawa ole ih keidua beilah pihak akan 

diseisuaikan dan dise iimbangkan seisuai deingan aturan main pada ke ilompok.  

c. Meimungkinkan teirbeintuknya kompromi didalam ke ibijakan publik (yang akan 

di buat) 

Munculnya kompromi pada te irbeintuknya suatu keibijakan meirupakan hasil yang  

di peiroleih dari prose is kompromi se ibeilum teirbantuknya suatu ke ibijakan. 

d. Meimpeirkuat kompromi-kompromi teirseibut. 

Dalam seibuah kompromi ke itika teilah teircapai suatu tujuan akan ke ipeintingan 

keilompok maka keiduabelahpihak haruslah me injaga dan meimpeirkuat kompromi 

antar keilompok seihingga hasil kompromi tidak akan te ircideirai. 
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Modeil teiori keilompok meirupakan suatu abstraksi dari prose is formulasi 

keibijakan yang didalamnya ke ilompok-keilompok keipeintingan beirusaha 

meimpangaruhi suatu isi dan be intuk dari keibijakan yang akan dibuat. Me inurut teiori 

keilompok skeiseiimbangan  yang didapat antara ke ilopok deingein peimeigang 

keikuasaan di landaskan pada jumlah me ireika, keikayaan, dan ke ikuatan organisasi 

seihingga peingaruh yang dapat dilakukan juga se isuai deingan keikuatan suatu 

keilompok(Thomas, 2017). 

a. Keilompok keipeintingan 

Dalam peirumusan keibijakan modeil keilompok, keilompok keipeintingan 

meirupakan keilompok-keilompok yang me imiliki keipeintingan dalam suatu 

peirkara yaitu ke ibijakan yang di be intuk oleih peimeirintah seibagai instumein yang 

dibutuhkan deimi keibeirlangsungan suatu ke ilompok teirteintu deingan meinitik 

beiratkan seibuah keibijakan seibagai pijakan keikeiuatan suatu keilompok. deingan 

tingkat peingaruh suatu ke ilompok diteintukan deingan jumlah anggota, harta 

keikayaan, keikuatan organisasi, ke ipeimimpinan, seirta hubungan yang ae irat 

antara keilompok deingan peimbuat keibijakan dan hal-hal yang meinjadi 

peirtimbangan suatu ke ilompok dapat beirpeingaruh. 

b. Analisis peimbeintukan keibijakan 

Formulasi ke ibijakan modeil keilompok  dapat dipe irgunakan seibagai 

analisis proseis peimbeintukan suatu keibijakan deingan meineilaah keilopok-

keilompok yang saling be irkompeitisi untuk me impeingaruhi peimbeintukan 

Pengaruh 

Kelompok B 

Pengaruh 

tambahan 

Kebijakan 

publik 

 

Pengaruh 

Kelompok A 

 

Alternatif kedudukan 

kebijakan 

 

Perubahan 

kebijakan 

keseimbangan 

Gambar 2. 1 

Bentuk teori formulasi kenijakan model 

Group( Thomas R Dye) 

 

Gambar 2. 2 

Bentuk teori formulasi kenijakan model 

Group( Thomas R Dye) 
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keibijakan publik dan ke ilopok-keilopok mana yang me imiliki peingaruh paling 

kuat teirhadap keibijakan yang dibeintuk. 

c. Kompeitisi antar keilompok  

Peirsaingan antar ke ilopok dalam meimpeingaruhi keibijakan akan 

meilahirkan suatu konflik. Ke ikuatan keilompok yang dite intukan beirdasrkan 

jumlah keilopok, keikayaan, keipeimimpinan, dan re ilasi akan me inghasilkan 

keikuatan keilompok yang be irbeida-beida seirta konflik yang teirbeintuk akan 

keipeintingan suatau keibijakan juga beirbeida-beida seihingga akan meinitik 

beiratkan pada pola ke ibijakan seibagai titik keiseiimbangan. 

d. Keibijakan publik seibagai titik keiseiimbangan  

Modeil keilopok seisunggunya meinitik beiratkan pada suatu ke iijakan 

seibagai titik keiseiimbanagan antar keilompok yang beirkeipeintingan akan suatu 

keibjakan yang dibe intuk. Beintuk keibijakan yang teirbeintuk akibat konflik antar 

keilompok keipeintingan dalam hal ini me irupaka rumusan yang me injadi titik 

keiseiimbangan bagi ke ilompok keipeintingan. 

6. Model Elit 

Keibijakan publik juga dapat dilihat me inurut preifeireinsi dan nilai-nilai eilit 

peinguasa. Meiskipun seiring dipeirdeibatkan bahwa keibijakan publik meinceirminkan 

tuntutan “rakyat”, hal ini mungkin me ingungkap mitos. Teiori eilit meinunjukkan 

bahwa orang apatis dan kurang informasi te intang keibijakan publik dan bahwa e ilit 

meimbeintuk opini massa pada pe irtanyaan keibijakan leibih dari eilit meimbe intuk opini 

massa. Jadi, te irnyata keibijakan publik me imang preifeireinsi eilit. Peijabat dan 

administrator publik hanya me injalankan keibijakan yang diputuskan ole ih eilit. 

Keibijakan meingalir kei bawah dari eilit kei massa. Teiori eilit dapat diringkas se icara 

singkat seibagai beirikut: 

a. Masyarakat teirbagi meinjadi meireika yang meimiliki keikuasaan dan meireika yang 

tidak. Hanya seijumlah keicil orang yang me imbeirikan nilai ke ipada masyarakat; 

massa tidak meimutuskan keibijakan publik. 

b. Seidikitnya orang yang me imeirintah bukanlah tipikal massa yang dipe irintah. E ilit 

ditarik 

c. seicara tidak proporsional dari strata sosial e ikonomi masyarakat atas. 
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d. Geirakan non-eilit kei posisi eilit harus peilan-peilan dan te irus meineirus untuk 

meinjaga stabilitas dan me inghindari reivolusi. Hanya non-eilit yang teilah 

meineirima konseinsus eilit dasar yang dapat dite irima di lingkungan peimeirintahan. 

e. E ilit beirbagi konseinsus atas nama nilai-nilai dasar siste im sosial dan pe ileistarian 

sisteim. 

f. Keibijakan publik tidak meinceirminkan tuntutan massa te itapi nilai-nilai eilit yang 

beirlaku. Peirubahan dalam ke ibijakan publik akan beirsifat inkre imeintal daripada 

reivolusioneir. 

g. Para eilit aktif tunduk pada pe ingaruh langsung yang re ilatif keicil dari massa yang 

apatis. Eilit meimpeingaruhi massa leibih dari massa meimpeingaruhi eilit. 
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Gambar 2. 4 

Bentuk teori formulasi kebijakan model 

elit Thomas R Dye. 
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Implikasi te iori eilit yang meinyiratkan bahwa ke ibijakan publik tidak 

meinceirminkan tuntutan rakyat se ibanyak keipeintingan, nilai, dan pre ifeireinsi eilit? 

Oleih kareina itu, peirubahan dan inovasi muncul dalam re ideifinisi keibijakan publik 

oleih para eilit teintang nilai-nilai meireika. Kareina konseirvatismei umum para eilit, 

yaitu keipeintingan meireika dalam meimpeirtahankan siste im peirubahan keibijakan 

publik akan beirsifat inkre imeintal daripada re ivolusioneir. Peirubahan dalam siste im 

politik teirjadi keitika peiristiwa meingancam sisteim, dan para e ilit, yang beirtindak 

atas dasar keipeintingan pribadi yang te irceirahkan, meileimbagakan reiformasi untuk 

meimpeirtahankan siste im dan teimpatnya di dalamnya. Nilai-nilai eilit mungkin 

sangat "teirkait publik". Rasa tugas aristokrat dapat me ineimbus nilai-nilai eilit, dan 

keiseijahteiraan massa dapat me injadi eileimein peinting dalam pe ingambilan keiputusan 

eilit. E ilitismei tidak seirta meirta beirarti bahwa ke ibijakan publik akan me imusuhi 

keiseijahteiraan massa, teitapi hanya bahwa tanggung jawab ke iseijahteiraan massa 

teirleitak pada eilit, bukan massa (Dye, 2016). 

7. Model pilihan publik 

Keibijakan seibagai Peingambilan Keiputusan Koleiktif oleih Individu yang 

Beirkeipeintingan Se indiri. Pilihan publik adalah studi teintang eikonomi peimbuatan 

keibijakan publik. Se icara tradisional, ilmu e ikonomi meimpeilajari peirilaku di pasar 

dan beirasumsi bahwa individu me ingeijar keipeintingan meireika; ilmu politik 

meimpeilajari peirilaku di are ina publik dan meingasumsikan bahwa individu 

meingeijar gagasan me ireika teintang keipeintingan publik. De ingan deimikian, veirsi 

teirpisah dari motivasi manusia dike imbangkan dalam e ikonomi dan ilmu politik: 

gagasan homo eiconomicus dianggap se ibagai aktor yang meimeintingkan diri seindiri 

yang beirusaha meimaksimalkan keiuntungan pribadi; bahwa homo politicus 

diasumsikan se ibagai aktor be irjiwa publik yang me impeirjuangkan keiseijahteiraan 

masyarakat seibeisar-beisarnya. 

Tapi teiori pilihan publik me inantang gagasan bahwa individu be irtindak 

beirbeida dalam politik dari cara yang me ireika lakukan di pasar. Te iori ini 

meingasumsikan bahwa se imua aktor politik adalah pe imilih, peimbayar pajak, 

kandidat, leigislator, birokrat, keilompok keipeintingan, partai, dan pe imeirintah yang 

beirusaha meimaksimalkan ke iuntungan meireika baik di bidang politik maupun di 

pasar. Jameis Buchanan, e ikonom peimeinang Hadiah Nobe il dan sarjana te irkeimuka 

teiori pilihan publik mode irn, beirpeindapat bahwa individu be irkumpul dalam politik 

untuk keiuntungan beirsama, sama se ipeirti meireika beirkumpul di pasar dan de ingan 
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keiseipakatan (kontrak) di antara me ireika seindiri, meireika dapat meiningkatkan 

keiseijahteiraan meireika. -meinjadi, deingan cara yang sama se ipeirti peirdagangan di 

pasar. Singkatnya, orang me ingeijar keipeintingan meireika baik dalam politik maupun 

pasar, teitapi bahkan de ingan motif eigois. meireika dapat saling me inguntungkan 

meilalui peingambilan keiputusan koleiktif. 

Peimeirintah itu se indiri muncul dari kontrak sosial antara individu yang 

seituju untuk keipeintingan beirsama untuk me imatuhi hukum dan me indukung 

peimeirintah deingan imbalan me ilindungi keihidupan, keibeibasan, dan propeirti 

meireika seindiri. Deingan deimikian, ahli te iori pilihan publik meingklaim seibagai 

peiwaris inteileiktual filsuf politik Inggris John Locke i, seirta Thomas Je iffeirson, yang 

meimasukkan gagasan kontrak sosial ini ke i dalam Deiklarasi Keimeirdeikaan 

Ameirika. Keipeintingan pribadi yang teirceirahkan meimbawa individu ke i kontrak 

konstitusional yang me imbeintuk peimeirintahan untuk me ilindungi keihidupan, 

keibeibasan, dan propeirti. Teiori pilihan publik me ingakui bahwa pe imeirintah harus 

meilakukan fungsi-fungsi teirteintu yang tidak dapat ditangani ole ih pasar yaitu, ia 

harus meimpeirbaiki “keigagalan pasar” teirteintu. Peirtama, peimeirintah harus 

meinyeidiakan barang dan jasa publik yang harus dise idiakan untuk seimua orang jika 

diseidiakan untuk siapa saja. Pasar tidak dapat me inyeidiakan barang publik kareina 

biayanya meileibihi nilainya bagi pe imbeili tunggal mana pun, dan pe imbeili tunggal 

tidak akan beirada dalam posisi untuk me inceigah non peimbeili meinggunakannya. 

Peirtahanan nasional adalah contoh yang paling umum: pe irlindungan dari invasi 

asing teirlalu mahal untuk dibe ili oleih satu orang, dan seikali dibeirikan, tidak seiorang 

pun dapat dikeicualikan dari manfaatnya. 

Pada modeil ini orang harus be irtindak seicara koleiktif meilalui peimeirintah 

untuk meimbeirikan peirtahanan beirsama. Keidua, eiksteirnalitas adalah ke igagalan 

pasar lain yang diakui dan pe imbeinaran inteirveinsi peimeirintah. E iksteirnalitas teirjadi 

keitika aktivitas satu individu, pe irusahaan, atau peimeirintah daeirah meimbeibankan 

biaya yang tidak te irkompeinsasi pada orang lain. Contoh paling umum adalah 

polusi udara dan air: pe inghilangan polutan udara dan air me imbeibankan biaya pada 

pihak lain. Pe imeirintah meireispons deingan meingatur keigiatan yang me inghasilkan 

eiksteirnalitas atau me ingeinakan hukuman (deinda) pada keigiatan ini untuk 

meingkompeinsasi biaya meireika keipada masyarakat (Dye, 2016). 
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8. Model game (permaian) 

Teiori peirmainan adalah studi te intang keiputusan dalam situasi di mana dua 

atau leibih peiseirta rasional me imiliki pilihan untuk me imbuat pilihan dan hasilnya 

beirgantung pada pilihan yang dibuat ole ih masing-masing. Gagasan "pe irmainan" 

adalah para peimbuat keiputusan yang rasional te irlibat dalam pilihan yang saling 

beirgantung. "Pe imain" harus me inyeisuaikan peirilaku meireika untuk meinceirminkan 

tidak hanya keiinginan dan keimampuan meireika, teitapi juga harapan meireika teintang 

apa yang akan dilakukan orang lain. Mungkin konotasi "pe irmainan" sangat 

disayangkan, me inunjukkan bahwa te iori peirmainan tidak se isuai untuk situasi 

konflik yang seirius. Te itapi yang beinar adalah se ibaliknya: teiori peirmainan dapat 

diteirapkan pada ke iputusan teintang peirang dan peirdamaian, pe inggunaan seinjata 

nuklir, diplomasi inte irnasional, tawar-meinawar dan pe imbangunan koalisi di 

Kongreis atau Peirseirikatan Bangsa-Bangsa, dan banyak situasi politik pe inting 

lainnya. Seiorang “peimain” dapat beirupa individu, keilompok, atau peimeirintah 

deingan preidikat siapa saja yang me imiliki tujuan yang je ilas dan mampu be irtindak 

seicara rasional. 

Contoh yang le ibih reileivan kasus ini peirmainan "ayam". Dua re imaja 

meingeindarai mobil me ireika kei arah satu sama lain de ingan keiceipatan tinggi, 

masing-masing deingan satu seit roda di garis teingah jalan raya. Jika tidak ada yang 

beirbeilok teintu saja meireika akan crash. Siapa pun yang me imbe ilok adalah "ayam". 

Keidua peimbalap leibih meimilih meinghindari keimatian, tapi juga ingin me inghindari 

"aib" meinjadi "ayam". Hasilnya te irgantung pada apa yang dilakukan ke idua 

peingeimudi, dan seitiap peingeimudi harus meincoba meimpreidiksi bagaimana 

peirilaku yang lain. Be intuk "brinkmanship" ini biasa te irjadi dalam hubungan 

inteirnasional. Pe imeiriksaan matriks pe imbayaran meinunjukkan bahwa akan le ibih 

baik bagi keidua peimbalap untuk me iminimalkan keimungkinan keirugian beisar. Tapi 

matriksnya teirlalu seideirhana. Satu atau keidua peimain dapat meimbeirikan poin 

beirbeida pada hasil yang disarankan. Ke ibeirhasilan peinceigahan teirgantung pada 

kreidibilitas ancaman pe imbalasan dan rasionalitas lawan. Lawan harus sangat yakin 

bahwa tindakan me ireika akan meinghasilkan tanggapan pe imbalasan yang 

meinyeibabkan keirugian yang tidak dapat dite irima bagi diri me ireika seindiri, rakyat 

meireika, atau bangsa me ireika. Lawan yang tidak peircaya pada se irangan balik tidak 

akan teirgoyahkan. Se ilain itu, musuh harus rasional, musuh harus me inimbang 

poteinsi biaya dan ke iuntungan dari tindakan me ireika dan meimilih tindakan yang 
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tidak meileibihi keiuntungannya. Lawan irasional yang tidak me impeirtimbangkan 

konseikueinsi dari tindakan meireika teirhadap diri meireika seindiri, rakyat me ireika, atau 

bangsa meireika tidak teirhalang(Dye, 2016).  
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BAB III 

GAMBARAN OBYEK DAN DATA PENELITIAN 

A. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Kendal 

1. Profil Geiografis kabupate in Keindal 

Seicara geiografis kabupate in keindal teirleitak pada 109˚-40’-110˚BT dan 

6˚32’-7˚24’LS. Kabupate in Keindal meirupakan bagian dari Provinsi Jawa te ingah 

yang beiribukotakan Keindal dan meirupakan  salah satu wilayah me itropolitan. 

Kabupatein Keindal beirbatasan deingan Kabupatein Batang pada se ibeilah barat, 

beirbatasan deingan Kota Seimarang pada se ibeilah timur, be irbatasan deingan 

Kabupatein Teimeinggung pada seibalah seilatan dan beirbatasan deingan laut jawa pada 

seibeilah utara seidangkan Seikeirtariat DPRD Kabupatein Keindal teirleitak pada Keindal 

Kota beirada teipat di deipan alun-alun kota keindal yang beiralamatkan Patukangan, 

Keicamatan Keindal, kabupate in Keindal Jawa Teingah(https://dprd.Kendalkab.go.id/, 

n.d.).  

Gambar 3. 1 

Peta lokasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal. 

 

 

 

B. Demografis 

1. Keipeindudukan 

Jumlah peinduduk kabupatein pada data yang dirilis ole ih badan pusat statistika 

Kabupatein Keindal dalam kurun waktu tiga tahun teirakhir meingalami peiningkatan 



 

29 

 

jumlah peinduduk seijumlah 0,5%  yakni pada tahun 2020-2023 untuk leibih jeilas 

dapat dilihat pada tabe il beirikut: 

Tabel 3. 1 

Data penduduk Kabupaten Kendal. 

Data penduduk kabupaten Kendal tahun 2020-2022 

Data 

penduduk 

tahun  2020 

Data 

penduduk 

tahun 2021 

Data 

penduduk 

tahun 2022 

Persentase 

pertambanhan 

penduduk tahun 

2020-2021 

(%) 

Persentase 

pertambahan 

penduduk 

tahun 2021-

2022 

(%) 

972.063 977.610 982.997 +5.547  +5.387 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal 

Peiningkatan peinduduk di kabupatein keindal teirhitung seijak tahun 2019-

2022 jumlah teirseibut teirhitung stabil, me iskipun ada peiningkatan jumlah pe induduk 

namun hal te irseibut tidak meiningkat seicara signifikan. Se ipeirti yang teirlihat dalam 

tabeil diatas, jumlah pe induduk di Kabupatein Keindal pada tahun 2020 me incapai 

972.063 jiwa dan me ingalami keinaikan seibeisar 0,57% atau se ibanyak +5.547 jiwa, 

pada tahun 2021 se ihingga meinjadi 977.610 jiwa, dan pada tahun 2021 jumlah 

peinduduk di Kabupate in Keindal meingalami keinaikan seibeisar 0,55% atau sama 

deingan +5.387 jiwa se ihingga meincapai 982.997 jiwa.  

 

 

 

 

 

2. Jeinis keilamin 
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Tabel 3. 2  

proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin. 

Sumber: BPS Kabupaten Kendal 

 

Beirdasarkan  proye iksi data peinduduk kabupatein keindal meinurut jeinis 

keilamin beirdasarkan data tabe il di atas meinunjukan data seijak tahun 2019 data laki-

laki meinunjukan angka 490126 jiwa ke imudian meingalami peiningkatan pada tahun 

2020 meinjadi 493051 dan me ingalami peiningkatan keimbali pada tahun 2021 

meinjadi 495866 jiwa. se idangkan data proye iksi keipeindudukan Kabupate in Keindal 

beirdasarkan jeinis kalamin pe ireimpuan pada tahun 2019 se ijumlah 476187 jiwa 

keimudian meingalami peiningkatan pada tahun 2020 me injadi 479012 jiwa  hingga 

pada tahan 2021 masih me ingalami peiningkatan seijumlah 481744 jiwa. De ingan 

meilihat data tabeil di atas jumlah jiwa antara laki-laki dan peireimpuan teirhitung leibih 

tinggi jumlah laki-laki. 

3. Keiagamaan 

Kabupatein keindal meirupakan daeirah deingan mayoritas pe imeiluk ajaran 

islam, tak heiran jika di Kabupatein keindal teirdapat banyak leimbaga peindidikan yang 

beirlatarkan Islami de ingan deimikian julukan kota santri me ileikat eirat pada kabupatein 

keindal dikareinakan adanya banyak pondok dan santri seirta peingajar di kabupate in 

teirseibut. Badan Pusat Statistika Kabupate in Keindal meincatat jumlah pondok 

peisantrein, peingajar, santri pada tahun 2018-2020 meincapai angka fantastis. Untuk 

leibih je ilas dapat dilihat pada tabe il beirikut: 

 

Jeinis keilamin Proyeiksi peinduduk kabupatein keindal meinurut jeinis keilamin 

Tahun  2019 2020 2021 

Laki-laki 490126 493051 495866 

peireimpuan 476187 479012 481744 

Laki-laki+ 

peireimpuan 

966313 972063 977610 



 

31 

 

Tabel 3. 3 

Keagamaan. 

 

No 

 

Keicamatan 

Jumlah Pondok Peisantrein, Peingajar, Santri 

Pondok Peisantrein Peingajar Santri 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1.  Plantungan 6 6 6 83 83 62 664 664 721 

2.  Sukoharjo 11 11 11 119 119 153 2622 2622 2712 

3.  Pageiruyung 10 10 10 29 29 78 974 974 1215 

4.  Pateian 6 6 6 129 129 129 1383 1383 1527 

5.  Singoreijo 1 1 1 9 9 7 174 174 73 

6.  Limbangan 3 3 4 31 31 76 438 438 621 

7.  Boja 7 7 7 27 27 42 443 443 427 

8.  Kaliwungu 21 21 22 246 246 246 5076 5076 5219 

9.  Kaliwungu 

Seilatan 

1 1 2 16 16 18 258 258 276 

10.  Brangsong 5 5 6 15 15 23 427 427 284 

11.  Peigandon 7 7 8 55 55 86 1393 1392 1896 

12.  Ngampeil 6 6 6 186 186 224 1877 1877 2135 

13.  Geimuh 12 12 12 50 50 55 1081 1081 893 

14.  Ringinarum 3 3 3 46 46 46 458 458 421 

15.  Weileiri 3 3 3 24 24 20 163 163 186 

16.  Rowosari 7 7 7 47 47 31 452 452 233 

17.  Kangkung 5 5 5 24 24 28 764 764 772 

18.  Ceipiring 11 11 11 21 21 47 240 240 389 

19.  Pateibon 10 10 10 213 213 237 3210 3210 2986 

20.  keindal 9 9 9 24 24 26 577 579 478 

Kabupatein 

keindal 

144 144 149 1394 1394 1634 22674 22676 23464 

 Sumber: BPS Kabupaten Kendal 

Jumlah pondok pe isantrein, peingajar, dan santri yang me irupakan ciri dari 

keibudayaan dan re iligius dari Kabupate in keindal teilah di lampirkan pada tabe il yang 
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updatei oleih badan pusat peingeimbangan statistika kabupate in keindal dari tahun 2019 

hingga tahun 2020. Jumlah pondok peisantrein dari tahun 2018 se ijumlah 144 

peisantrein dan beirdiri di 19 ke icamatan yang te irlampir. Pada tahun 2019 jumlah 

pondok peisantrein di kabupate in keindal tidak meingalami peiningkatan teitap pada 

angka 144 pondok pe isantrein. Pada tahun 2020 jumlah pondok pe isantrein di 

kabupatein keindal meingalami peiningkatan yang seimula seijumlah 144 beirtambah 

meinjadi 149 deingan peiningkatan teirseibut dari tahun 2019 hingga tahun 2020 te ilah 

beirdiri 5 pondok peisantrein baru di kabupate in keindal. 

Jumlah peingajar dari data yang dirilis me inunjukan pada tahun 2018 dan 2019 

teircatat 1349 peingajar aktif te irseibar di beirbagai pondok peisantrein dai Kabupatein 

Keindal, pada peiriodei ini 2018-2019 tidak ada peinambahan jumlah pe ingajar 

seidangkan pada tahun 2020 jumlah pe ingajar meingalami peinambah seijumlah 240 

peingajar dari yang se imula seijumlah 1349 ditahan 2019 me injadi 1634 peingajar aktif. 

Jumlah santri yang te ircatat oleih badan pusat statistika kabupate in keindal pada tahun 

2018 seijumlah 22674 santri dan me ingalami peiningkatan seijumlah 2 santri pada 

tahun 2019 meinjadi 22676 santri se idangkan pada tahun 2020 ke imbali meingalami 

peiningkatan seijumlah 700 santri se ihingga meinjadi seijumlah 23464 santri. 

Dari data yang te ilah di lampirkan pada tabe il 2 di atas jumlah pondok 

peisantrein yang beirdiri di 19 keicamatan beirbeida beida jumlahnya mulai dari 2 pondok 

peisantrein yang beirdiri di kaliwungu se ilatan seidangkan pondok peisantrein teirbanyak 

beirdiri di kaliwungu se ijumlah 22 pondok peisantrein(BPS Kabupaten Kendal, 2020). 

C. Sosial Budaya 

1. Peingambilan nama ke indal 

Kabupatein keindal yang teirleitak diseibeilah barat kota seimarang meimiliki 

seijarah meinarik meingeinai peingambilan nama ke indal. Nama ke indal seindiri diambil 

dari nama seibuah pohon yang teirleitak di pinggir jalan pe imuda, pohon yang be isar 

yang beirdiri teirseibut mulanya tidak ada yang me ingeinali nama akan pohon te irseibut 

namun keitika Pakuwojo yang me irupakan salah se iorang peitinggi Keirajaan Majapahit 

beirseimbunyi di pohon teirseibut dilihatnya dalam pe imohon teirseibut teirang beindeirang 

seihingga dinamailah pohon teirseibut deingan nama pohon Qondhali. 

Nama Qondhali se indiri beirmakna peineirang dan ke imudian daeirah teimpat 

teirseibut dinamakan Qondhali dan kare ina orang jawa tidak fasih be irbahasa arab  

maka diseibutlah oleih orang-orang deingan seibutan Keindal. Oleih warga yang dikeinal 
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seijak masa keirajaan Deimak seikitar tahun 1500-1546, yaitu pada masa 

keipeimimpinan Sultan Treinggono, pohon be isar itu diseibut-seibut pohon growong 

dikareinakan pohon be isar itu beirlubang pada batangnya(Sejarah dan Asal-usul 

Kendal, 2022). 

2. Sosial budaya 

Kabupatein keindal yang dijuluki kota santri me irupakan daeirah deingan 

keigiatan masyarakat yang aktif dalam ke igiatan sosial dan be irbudaya yang sangat 

deikat deingan keigiatan agamis, seipeirti keigiatan syawalan di kaliwungu yang teirkeinal 

hapir di se iluruh pulau jawa dan be irbeida pada bulan rabiul awal, ke igiatan maulud 

diadakan seicara safari/ be irgantian dise itiap peinjuru daeirah keindal kota/kabupatein. 

Budaya nyantri yang be irda di kabupate in keindal teirmasuk tinggi tak he iran 

jika kabupatein Keindal dijuluki se ibagai kotasantri, de ingan banyaknya pondok 

peisantrein yang beirdiri te irutama di keicamatan kaliwungu yang me injadi pusat 

peisantrein meinggambarkan minat nyantri warga ke indal teirbilang tinggi se ihingga 

budaya yang ada seipeirti tari rodhat, se ideikah laut tanggul malang, pe istalaut tawang, 

keiseinian opak abang, dan lain-lain seilalu beirbau islami(Heinry, 2022). 

D. Profil Lembaga 

1. Pimpinan DPRD Kabupate in Keindal 

Jajaran keipeimimpinan DPRD Kabupate in Keindal teirdiri dari ke itua yang 

dijabat oleih H. Muhammad Makmun, S.H.I. deingan tiga orang wakil ke itua yang 

masing-masing dijabat ole ih Drs. H. Akhmat Suyuti, S.H., M.H., H. Anurrochim, 

S.I.P., M.M., dan H. Mabe irur, S.H.I.  

Dalam meinjalankan tugas dan ke iwajibanya  pimpinan DPRD me imeiiliki 

tugas dan weiweinang yang harus dijalankan de imi teirciptanya deiwan yang mampu 

meimeinuhi seigeinap tugasnya seibagai deiwan pimpinan adapun tugas teirseibut seibagai 

beirikut: 

a. Meimimpin sidang DPRD dan me irangkum hasil sidang untuk me ingambil 

keiputusan; 

b. Meinyusun reincana keirja pimpinan dan me ingatur peimbagian keirja antara keitua 

dan wakil keitua; 

c. Meingkoordinasikan upaya me insine irgikan peilaksanaan ageinda dan mateiri 

keigiatan dari alat ke ileingkapan DPRD; 

d. Meinjadi juru bicara DPRD; 
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e. Meilaksanakan dan meinsosialisasikan ke iputusan DPRD; 

f. Meiwakili DPRD dalam be irhubungan de ingan leimbaga/instansi lain; 

g. Meilakukan musyawarah de ingan Bupati dan pimpinan instansi/instansi ve irtikal 

lainnya beirdasarkan keiputusan DPRD; 

h.  Meiwakili DPRD di pe ingadilan; 

i. Meilaksanakan ke iputusan DPRD teintang peineitapan sanksi atau re ihabilitasi 

anggota seisuai keiteintuan peirundang-undangan; 

j. Meinyusun reincana anggaran DPRD be irsama seikreitariat DPRD yang 

peingeisahannya dilakukan dalam rapat paripurna; Dan 

k. Meinyampaikan laporan kine irja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD 

yang khusus diadakan untuk itu. 

2. Komisi 

Komisi meirupakan alat ke ileingkapan  pada badan DPRD dan be irsifat teitap 

dan dibeintak pada masa awal jabatan ke ianggotaan DPRD, se idangkan anggotanya 

adalah seiluruh anggota DPRD teirkeicuali pimpinan DPRD. Adapun komisi dari 

Deiwan Peirwakilan Rakyat Dae irah Kabupatein Keindal meiliputi; Komisi A be irtugas 

pada bidang peimeirintahan, Komisi B bertugas pada bidang eikonomi, Komisi C 

beirtugas pada bidang pembangunan, dan Komisi D bertugas pada bidang Keiseijahteiraan 

rakyat. 

a. Komisi A 

Komisi A DPRD Kabupate in Keindal teirdiri dari; H. Munawir, S.Sos 

seibagai keitua komisi, Bagus Bimo Alit se ibagai wakil ke itua dan untuk seikreitaris 

dijabat oleih H. Abu Suyudi, S.Pd. untuk anggota fraksi te irdiri dari 7 orang 

anggota seibagai beirikut: 

1) H. M Syarif Hidayatullah, S. H, M.kn. 

2) Wiwit Widayatai, S.H. 

3) T. Titut Sumartini 

4) Hj. Sri Rohanah, S.Ag. 

5) H. Rubiyanto, S.T 

6) Supriyanto, S.Ei 

7) Hariyanto, S.H 

Bidang peime irintahan teirdiri dari be ibeirapa unit ke irja yang beirmitra satu 

sama lain dalam me injalankan tugas dan tanggung jawabnya. Be irikut adalah 

beibeirapa bagian yang teirkait dalam peimeirintahan: Seikreitariat Daeirah, Bagian ini 
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meincakup beibeirapa subbagian, antara lain: Bagian Hukum, Bagian Pe imeirintahan 

Umum, Bagian Organisasi, Bagian Pe ingadaan Barang dan Jasa, dan Bagian 

Administrasi Pe ireincanaan dan Keiuangan. Seikreitariat DPRD Bagian: Bagian ini 

meiliputi beibeirapa subbagian, teirmasuk Bagian Keiuangan Daeirah, Badan 

Peireincanaan, Peineilitian, dan Pe ingeimbangan, Inspe iktorat, Dinas Informasi dan 

Informatika, Dinas Pe imbeirdayaan Masyarakat De isa, Dinas Keiarsipan dan 

Peirpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pe imadam Keibakaran, 

Keisbangpol, Keicamatan, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli 

Bupati Bidang Pe imeirintahan dan Keisra 

b. Komisi B 

Komisi A DPRD Kabupate in Keindal teirdiri dari: Dian Alfat Mucammad 

seibagai keitaua Komisi, Irwan Subiyanto se ibagai wakil keitua dan H Tardi, S.Pd. 

seibagai seikeirtaris. Untuk anggota dari komisi B teirdiri dari 7 orang se ibagai 

beirikut: 

1) Rizky Aritonang, S.H.. 

2) Dr Sri Ariyanti. S.E i., M.M. 

3) Suroto 

4) H. Musta’in 

5) H. Ihwan S.Pd.I. 

6) Muhammad Iqbal 

7) Ir. H Mukhlisin, S.T 

Bidang eikonomi dan ke iuangan meimiliki ruang lingkup yang me iliputi 

beibeirapa seiktor, seipeirti peireikonomian, keiuangan, peirtanian, peirikanan, keilautan, 

peirkeibunan, keihutanan, peirindustrian, pe irdagangan, peirkopeirasian, eineirgi, 

sumbeirdaya mineiral, dan peinanaman modal. Be irikut adalah be ibeirapa keimitraan 

yang teirkait deingan bidang ini: Bidang Administrasi Pe ireikonomian, Dinas 

Peirtanian dan Pangan, Dinas Ke ilautan dan Peirikanan, Dinas Pe irdagangan, Dinas 

Peirindustrian, Kope irasi, Usaha Keicil, dan Meineingah, Dinas Pe inanaman Modal 

dan Peilayanan Te irpadu Satu Pintu, seirta Badan Usaha Milik Dae irah.  

c. Komisi C  

Komisi C DPRD kabupate in Keindal teirdiri dari : Bintang Yudha 

Daneiswara, S.H., MH, seibagai keitua fraksi, Muhammad Zae inudin, S.E i. seibagai 
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wakil keitua dan H, Nashri, S.T. seibagai seikreitaris komisi. Se idangkan anggota 

komisi teirdiri dari: 

1) Heigar Saputra 

2) Hj. Nur Rosidah, S.Ei. 

3) Masrifah Afna 

4) Nanaik Susanti 

5) H. Yusuf, S.H. 

6) H. Tri Purnomo, S.Sos. 

7) Hj. Khiusnul Khnotimah 

8) Muh Tommy Fadlurohman, S.H 

Komisi C adalah seibuah komisi yang fokus pada bidang prasarana de ingan 

wilayah keirja yang meincakup peikeirjaan umum, peirhubungan, lingkungan hidup, 

peinataan ruang, dan pe imukiman. Komisi ini be ikeirja sama de ingan beibeirapa 

keimitraan teirkait, antara lain: Bagian Administrasi Pe imbangunan Se itda, Dinas 

Peikeirjaan Umum dan Pe inataan Ruang, Dinas Pe imukiman Rakyat dan Kawasan 

Peimukiman, Dinas Pe irhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, se irta Staf Ahli 

Bupati Bidang Ke iuangan Peireikonomian dan Pe imbangunan. Komisi C me imiliki 

peiran peinting dalam pe imbangunan dan pe ingeimbangan infrastruktur, peinataan 

ruang yang beirkeilanjutan, seirta peirlindungan lingkungan hidup di dae irah. 

Meilalui keimitraan deingan unit-unit teirkait di peimeirintahan dae irah, komisi ini 

beikeirja untuk me iningkatkan kualitas infrastruktur, transportasi, dan lingkungan 

hidup dalam rangka me indukung peimbangunan yang be irkeilanjutan dan 

peiningkatan keiseijahteiraan masyarakat. 

d. Komisi D 

Komisi D DPRD Kabupate in keindal teirdiri dari: Mahfud Sodiq, S.Pd.I 

seibagai keitua komisi, Te iguh Santosa, S.H. seibagai wakil komisi dan Dr. Hj. 

Widya Kandi Susanti, M.M se ibagai seikreitaris komisi D. se idangkan anggota 

komisi D teirdiri dari tuju orang anggota antara lain: 

1) H. syukri Fauzi 

2) Andika Pramudia Aulia Rachman 

3) Kholid Abdillah 

4) Hj. Nikein Larasati, S.Ei. 

5) H. Sulistio Ari Bowo, S.Hut. 

6) Dini Widiastuti, S.Ei 
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7) H. Siswoyo S.H., M.Kn. 

Komisi D DPRD Kabupate in Keindal adalah se ibuah komisi yang fokus 

pada bidang sosial, de ingan ruang lingkup keirja yang meincakup keiseihatan, 

peindidikan dan ke ibudayaan, keipeimudaan, olahraga, sosial, pe ingeindalian 

peinduduk, dan pariwisata. Komisi D be ikeirja sama deingan beibeirapa mitra ke irja, 

antara lain Dinas Pe indidikan dan Keibudayaan, Dinas Ke ipeimudaan, Olahraga, 

dan Pariwisata, Dinas sosial, Dinas Ke ipeindudukan dan Pe incatatan Sipil, Dinas 

Peingeindalian Peinduduk, Keiluarga Beireincana, Peimbeirdayaan Pe ireimpuan, dan 

Peirlindungan Anak, Badan Pe inanggulangan Be incana Daeirah, RSUD Dr. 

Soweiwondo, Puskeismas, Akbis Pe imeirintah Daeirah, seirta  Staf Ahli Bupati 

Bidang Keimasyarakatan dan Sumbe ir Daya Manusia Komisi D me imiliki peiran 

peinting dalam me impeirhatikan dan me imajukan seiktor sosial di Kabupate in 

Keindal. Meilalui keimitraan deingan unit-unit teirkait dalam pe imeirintahan daeirah, 

komisi ini beikeirja untuk meiningkatkan peilayanan keiseihatan, peindidikan, 

keibudayaan, keipeimudaan, olahraga, dan keiseijahteiraan sosial, se irta meingeilola 

pariwisata yang be irkeilanjutan. 

Tugas yang dibeirikan keipada seitiap komisi dalam konte iks peimbeintukan 

peiraturan daeirah (Peirda), peingeilolaan anggaran, dan pe ingawasan di DPRD (De iwan 

Peirwakilan Rakyat Dae irah) suatu kabupate in. Beirikut adalah de iskripsi dari se itiap 

tugas yang dibeirikan keipada masing-masing komisi: 

a. Tugas Komisi di bidang Peimbeintukan Peirdaa 

Komisi beirtanggung jawab untuk me ilakukan peirsiapan, peinyusunan, 

peimbahasan, dan pe inyeimpurnaan Rancangan Pe irda (peiraturan daeirah). 

b. Tugas Komisi di bidang anggaran: 

1) Komisi harus me ilakukan peimbicaraan peindahuluan beirsama Peimeirintah 

Daeirah dalam pe inyusunan Rancangan Anggaran Pe indapatan dan Beilanja 

Daeirah. 

2) Komisi harus me imbahas dan meingajukan usulan pe inyeimpurnaan Rancangan 

Anggaran Peindapatan dan Be ilanja Daeirah yang me injadi tanggung jawabnya. 

3) Komisi harus me imbahas dan meineitapkan alokasi anggaran untuk fungsi, 

program, dan ke igiatan Satuan Ke irja Peirangkat Daeirah yang meinjadi mitra 

keirjanya. 

4) Komisi harus me ilakukan peimbahasan laporan ke iuangan daeirah dan 

peilaksanaan Anggaran Pe indapatan dan Beilanja Daeirah, teirmasuk hasil 

peimeiriksaan Badan Pe imeiriksa Keiuangan yang te irkait deingan tugasnya. 

5) Komisi harus me inyampaikan hasil peimbicaraan peindahuluan dan pe imbahasan 

keipada Badan Anggaran untuk sinkronisasi. 
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6) Komisi dapat me inyeimpurnakan hasil sinkronisasi yang dilakukan ole ih Badan 

Anggaran beirdasarkan usulan yang disampaikan ole ih Komisi. 

7) Komisi harus me inye irahkan keimbali hasil peimbahasan keipada Badan 

Anggaran seibagai bahan akhir dalam peineitapan Anggaran Pe indapatan dan 

Beilanja Daeirah. 

c. Tugas Komisi di bidang pe ingawasan: 

1) Komisi meimiliki tanggung jawab untuk me ilakukan peingawasan teirhadap 

peilaksanaan Pe irda, teirmasuk Anggaran Pe indapatan dan Beilanja Daeirah, seirta 

peiraturan peilaksanaannya yang te irmasuk dalam ruang lingkup tugasnya. 

2) Komisi harus me imbahas dan meinindaklanjuti hasil pe imeiriksaan Badan 

Peimeiriksa Keiuangan yang te irkait deingan tugasnya. 

3) Komisi harus me ilakukan peingawasan teirhadap keibijakan Peimeirintah Daeirah. 

4) Komisi harus me ilakukan peingawasan teirhadap peilaksanaan peiraturan daeirah 

dan APBD seisuai deingan ruang lingkup tugasnya. 

5) Komisi harus me imbantu pimpinan DPRD dalam pe inyeileisaian masalah yang 

disampaikan ole ih Bupati dan/atau masyarakat keipada DPRD. 

6) Komisi harus be irupaya untuk me ilaksanakan keiwajiban daeirah seisuai deingan 

peiraturan peirundang-undangan. 

7) Komisi harus me ineirima, meinampung, meimbahas, dan me inindaklanjuti 

aspirasi masyarakat. 

8) Komisi harus me impeirhatikan upaya pe iningkatan keiseijahteiraan rakyat di 

daerah. 

9) Komisi dapat mengajukan usulan keipada pimpinan DPRD yang be irkaitan 

dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi. 

10) Komisi harus member ikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD meingeinai hasil 

pelaksanaan tugas komisi. 

 

3. Badan 

Badan DPRD Kabupaten Kendal memiliki beibeirapa alat keileingkapan, teirmasuk 

Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pe imbeintukan Peraturan Daeirah 

(Leigislasi), dan Badan Ke ihormatan. 

a. Badan Musyawarah 

Badan Musyawarah te irbeintuk pada awal masa jabatan DPRD Kabupate in 

Keindal dan teirdiri dari peirwakilan fraksi. Pe ineitapan anggotanya dilakukan dalam 

rapat paripurna se iteilah pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi 

teirbeintuk. Tugas Badan Musyawarah me iliputi peineitapan ageinda DPRD untuk 

satu tahun, meimbeirikan peindapat keipada pimpinan dalam me ineintukan keibijakan, 

meimbeirikan keiseimpatan keipada badan lain untuk me imbeirikan keiteirangan 

teintang tugas me ireika, meineitapkan jadwal rapat DPRD, me imbeirikan 

saran/peindapat untuk meilancarkan keigiatan, seirta meilaksanakan tugas lain yang 

dibeirikan oleih rapat paripurna. 
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b. Badan Peimbeintukan Peiraturan Daeirah 

Badan Peimbeintukan Peiraturan Daeirah dibeintuk pada awal masa jabatan 

DPRD dan meimiliki karakte iristik teitap. Badan ini te irbeintuk dalam rapat 

paripurna DPRD. Tugas Badan Pe imbeintukan Peiraturan Daeirah meincakup 

peinyusunan rancangan program pe imbeintukan peiraturan daeirah seitiap tahun, 

koordinasi deingan peimeirintah daeirah teirkait peinyusunan Peirda, peinyusunan 

rancangan Peirda beirdasarkan program prioritas DPRD, harmonisasi dan 

peimantapan usulan Pe irda yang diajukan ole ih anggota DPRD keipada pimpinan, 

eivaluasi mateiri dalam rancangan Pe irda, meimbeirikan masukan ke ipada pimpinan 

Badan Musyawarah, me inyusun laporan pe irtanggungjawaban akhir pe iriode i 

keianggotaan DPRD, seirta meilakukan peineilitian dan peingkajian teirkait Peirda dan 

produk hukum DPRD lainnya. 

c. Badan Anggaran  

Badan Anggaran meirupakan alat keileingkapan DPRD yang dibe intuk pada 

awal masa jabatan dan disahkan dalam rapat paripurna se iteilah teirbeintuknya 

pimpinan DPRD. Tugas Badan Anggaran me iliputi meimbeirikan saran dan 

peindapat keipada Bupati dalam me inyusun rancangan anggaran pe indapatan dan 

beilanja daeirah paling lambat 5 bulan se ibeilum APBD dite itapkan. Badan ini juga 

meilakukan konsultasi de ingan komisi te irkait untuk me impeiroleih masukan dalam 

peimbahasan keibijakan umum APBD, me imbeirikan saran dan pe indapat keipada 

Bupati dalam meinyusun rancangan Peirda dan APBD, meilakukan peinye impurnaan 

rancangan Peirda APBD beirdasarkan eivaluasi gubeirnur dan tim anggaran 

peimeirintah daeirah, meimbahas rancangan ke ibijakan umum APBD dan rancangan 

prioritas dan plafon anggaran yang disampaikan ole ih Bupati, meimbeirikan saran 

keipada pimpinan pe inyusunan anggaran be ilanja DPRD, me ineitapkan peindapatan 

daeirah beirsama Peimeirintah Daeirah deingan meingacu pada usulan Komisi te irkait, 

meimbahas Rancangan Pe irda teintang Anggaran dan Be ilanja Daeirah beirsama 

Bupati atau peijabat yang ditunjuk, me ilakukan sinkronisasi hasil pe imbahasan 

Komisi meingeinai reincana keirja dan anggaran Satuan Ke irja Peirangkat Daeirah, 

meimbahas laporan re ialisasi dan diagnosis te irkait Anggaran Pe indapatan dan 

Beilanja Daeirah, meimbahas Rancangan Pe irda teintang Peinanggungjawaban 

Peilaksanaan Anggaran Pe indapatan dan Beilanja Daeirah, meimbeirikan saran dan 

peindapat keipada Bupati dalam me inyusun Rancangan APBD se ibeilum diteitapkan 

dalam Rapat Paripurna DPRD, me imbeirikan saran dan pe indapat keipada Bupati 
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dalam me impeirsiapkan peineitapan peirubahan dan pe irhitungan APBD, 

meimbeirikan saran dan pe indapat keipada DPRD meingeinai pra-rancangan APBD 

dan Peirhitungan APBD yang disampaikan ole ih Bupati, me imbeirikan saran dan 

peindapat teirkait rancangan pe inanggungjawaban yang disampaikan ole ih Bupati 

keipada DPRD, me inyusun anggaran be ilanja DPRD, me imbahas anggaran yang 

beilum seileisai dibahas ole ih Komisi atau Panitia Khusus, me imbahas KUA dan 

PPAS, seirta meimbahas hasil eivaluasi APBD dan Gube irnur. 

d. Badan keihormatan 

Badan keihormatan didirikan pada awal masa jabatan DPRD Kabupate in 

Keindal dan meirupakan kompone in teitap yang dipeirlukan seibagai bagian dari 

keileingkapan DPRD. Tanggung jawab badan ini me incakup peimantauan dan 

eivaluasi teirhadap moral dan kodei eitik dalam me injaga reiputasi, martabat, se irta 

citra dan kre idibilitas DPRD. Me ireika juga beirtugas meinyeilidiki dugaan 

peilanggaran yang dilakukan ole ih anggota DPRD teirhadap peiraturan dan kodei 

eitik, seirta meilakukan peinye ilidikan, veirifikasi, dan klarifikasi te irhadap peingaduan 

yang diajukan ole ih pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan masyarakat. Ke iputusan 

yang diambil oleih badan keihormatan seiteilah meilakukan peinyeilidikan, veirifikasi, 

dan klarifikasi dilaporkan ke ipada rapat paripurna DPRD. 

4. Fraksi 

Deiwan Peirwakilan Rakyat Dae irah Kabupatein Keindal dalam pe iriodei 2019-

2024 teirdiri dari e inam fraksi. Ke ieinam fraksi teirseibut adalah Fraksi Partai 

Keibangkitan Bangsa, Fraksi Partai Deimokrasi Indone isia Peirjuangan, Fraksi 

Geirakan Indoneisia Raya, Fraksi Partai Pe irsatuan Peimbangunan, Fraksi Karya 

Nasional, dan Fraksi Amanat Deimokrat Seijahteira.(Sekertariat DPRD Kabupaten 

Kendal, n.d.). 
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a. Fraksi Kebangkitan Bangsa 

 

 

 

 

 

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id 

:  

 

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id 

 

Tabel 3. 4 

Fraksi Kebangkitan Bangsa 

No Nama Partai Jabatan 

1.  H. Yusuf, S.H Partai keibangkitan Bangsa Keitua 

2.  Mahfud Sodiq, S.Pd.I Partai keibangkitan Bangsa Wakil 

3.  Kholid Abdillah Partai keibangkitan Bangsa Seikeirtaris 

4.  H. Muhammad Makmun, S.H.I Partai keibangkitan Bangsa  Anggota 

5.  Dian Alfat Muchammd Partai keibangkitan Bangsa Anggota 

6.  Muhammad Iqbal Partai keibangkitan Bangsa Anggota 

7.  Muhammad Zaeinuduin, S.E i Partai keibangkitan Bangsa Anggota 

8.  Hj. Nikein Larasati, S.Ei Partai keibangkitan Bangsa Anggota 

9.  Mustai’in Partai keibangkitan Bangsa Anggota 

10.  Rohanah, S.Ag Partai keibangkitan Bangsa Anggota 

11.  T Thitut Sumartini Partai Peirsatuan Indone isia Anggota 

 

Gambar 3. 2  

Logo Partai PKB dan Perindo 
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b. Fraksi Deimokratis Pe irjuangan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id 

Tabel 3. 5 

Keanggotaan Fraksi Demokrsatis Perjuangan 

 

 

       Sumber: dprd.Kendalkab.go.id 

 

 

No Nama Partai  Jabatan 

1.  H. Tri Purnomo, S.Sos Partai PDIP Keitua 

2.  Dr. Sri Supriyati, SEi.,MM Partai PDIP Wakil 

3.  Suroto Partai PDIP Seikeirtaris 

4.  Drs. H. Akhmad Suyuti, SH.,MH Partai PDIP Anggota 

5.  Bintang Yudha Dane iswara, SH.,MH Partai PDIP Anggota 

6.  H. Munawir, S.Sos Partai PDIP Anggota 

7.  Nanaik Susanti Partai PDIP Anggota 

8.  Wiwit Wijayanti, S.H Partai PDIP Anggota 

9.  Andika Pramudia Aulya Rachman Partai PDIP Anggota 

Gambar 3. 3 

Logo Partai PDIP 
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c. Fraksi Geirakan Indone isia Raya 

Gambar 3. 4  

Logo Partai Gerindra 

 

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id 

 

Tabel 3. 6 

Fraksi Gerakan Indonesia raya. 

No Nama Partai Jabatan 

1.  H. M Sayarif Hidayatullah, 

SH,.M. Kn 

Partai Geirindra Keitua 

2.  Rizky Aritonang, SH Partai Geirindra Wakil keitua 

3.  Teiguh Santosa, SH Partai Geirindra Seikeirtaris 

4.  Hj. Nur Rosidah, Sei Partai Geirindra Anggota 

5.  Heigar Saputra Partai Geirindra Anggota 

6.  H. Anurrochim, S.IP.,MM Partai Geirindra Anggota 

       Sumber: dprd.Kendalkab.go.id 
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d. Fraksi Partai Pe irsatuan Peimbangunan 

Gambar 3. 5  

Logo Partai Persatuan Pembangunan(PPP) 

 

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id 

 

Tabel 3. 7 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 

No Nama Partai Jabatan 

1.  Masrifah Afna PPP Keitua 

2.  H. Abu Suyudi, S.Pd.I PPP Wakil 

Keitua 

3.  H. Syukri Fauzi PPP Seikreitaris 

4.  H. Mabrur, SH.I PPP Anggota 

5.  Irwan Subyanto PPP Anggota 

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id 
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e. Fraksi Karya Nasional 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id 

 

Tabel 3. 8 

Fraksi Karya Nasional. 

No Nama Partai Jabatan 

1.  H. Tardi, SP Partai Golkar Keitua 

2.  Bagus Bimo Alit Partai Golkar Wakil Keitua 

3.  H. 

Siswoyo,SH.,M.Kn. 

Partai Nasdeim Seikreitaris 

4.  Muh Tommy 

Fadlurohman,SH 

Partai Golkar Anggota 

5.  Supriyanto SEi Partai Nasdeim Anggota 

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 6 

Logo Partai Golkar Dan Partai Nasdem. 
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f. Fraksi Amanat De imokrat Seijahteira 

 

 

 

 

 

Sumber: dprd.Kendalkab.go.id 

Tabel 3. 9 

Fraksi Amanat Demokrat Sejahtera. 

No Nama partai Jabatan 

1.  H. Nasri, ST PKS Keitua 

2.  H. Sulistiyo Ari Bowo, 

S.Hut. 

PAN Wakil keitua 

3.  Dini Widiastuti Sei Partai Deimokrat Seikreitaris 

4.  Hariyanto SH PAN Anggota 

5.  Ir. HMuklisin PAN Anggota 

6.  H. Rubiyanto, ST PKS Anggota 

7.  Hj. Khusnul Khotimah Partai 

Deimokrat 

Anggota 

      Sumber:dprd.Kendalkab.go.id 

E. UU Nomor 12 tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019 

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, 

 

Gambar 3. 7 

Logo Partai PAN, Partai Demokrat, dan Partai PKS. 
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negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan 

secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang 

menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu 

dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat 

semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. 

Hasil evaluasi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2OII tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan 

dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. 

Dasar hukum terbentuknya UU ini adalah (Peraturan Pemerintah RI, 2019). 

1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. 

F. Muatan Pokok UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang Undangan 

Materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 

Tahun 2019 adalah membahas tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan 

berdasarkan hierarki kedudukan Undang-Undang di Indonesia. UU Nomor 12 Tahun 

2011 memuat 13 BAB Dan 104 Pasal sedangkan UU Nomor 15 Tahun 2019 memuat 

beberapa perubahan pasal dari UU Nomor 12 tahun 2011, Pasal yang dirubah: 

1. Ketentuan pasal 1 

2. ketentuan pasal 20 

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 

6. Ketentuan Pasal 47 

7. Ketentuan Pasal 49 
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8. Ketentuan Pasal 54 

9. Ketentuan Pasal 55 

10. Ketentuan ayat (21 Pasal 58 

11. Diantaranya Pasal 7l dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A 

12. Ketentuan Pasal 72 tetap, Penjelasan Pasal 72 diubah sebagaimana tercantum 

dalam penjelasan pasal demi pasal 

13. Ketentuan Pasal 85 

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 91 

15. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA 

16. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 

95B 

17. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA 

18. Di antara Pasal 99 dan Pasal 1OO disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 99A 

Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-

undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 

atau penetapan, dan pengundangan. Adapun bagian-bagian yang harus di lalui dalam hal 

pembentukan peraturan daerah menurut UU pembentukan peraturan Perundang-

Undangan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan dalam suatu prolegda yang memuat tentang 

pembentukan peraturan daerah dengan judul rancangan peraturan daerah, kemudian 

memuat materi-materi yang berkaitan dengan perundang-undangan. Proglegda 

dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dengan jangka waktu penetapan 1 

tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. 

Penyusunan prolegda antara DPRD dan Pemerintah daerah dikoordinasikan 

oleh DPRD melalui Balegda dan hasil penyusunan prolegda antara DPRD dan 

Pemerintah Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. 

2. Tahap Penyusunan 

Tahap penyusunan dibagi kedalam dua bagian yaitu tahap penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati dan tahap penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah dari DPRD. Tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati 

diprakarsai oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan bidang dan tugasnya 
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masing-masing berdasarkan prolegda yang diprakarsai oleh satuan kerja perangkat 

daerah yaitu mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan 

penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik. Dalam Rancangan Peraturan 

Daerah termuat hal-hal seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah, pencabutan 

peraturan daerah, dan perubahan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah 

beberapa meteri. 

Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD diusulkan oleh 

anggota DPRD sekurang-kurangnya minimal 5 orang, selain itu komisi, gabungan 

komisi, atau Badan Legislasi Daerah DPRD juga dapat memberikan usulan mengenai 

Rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk tertulis dan diberikan nomor pokok oleh 

sekretariat DPRD. Usulan-usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD 

setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Legislatif. 

3. Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

Pada tahap ini dibagi kedalam lima tahapan yaitu tahap penyampaian 

Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah 

DPRD, penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah, dan penarikan rancangan peraturan daerah. Tahap Pengesahan atau 

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah 

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh DPRD dan Bupati 

disampaikan oleh pimpinan DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah dalam 

jangka waktu paling lambat 7 hari, kemudian disahkan baik secara lisan dan tulisan 

yang berada pada halaman akhir peraturan daerah, setelah itu diundangkan dan 

disampaikan kepada pemerintah atau gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

4. Pengundangan 

Peraturan daerah yang telah ditetapkan kemudian diundangkan dalam 

lembaran daerah atau diterbitkan secara resmi dan memberitahukan secara formal 

kepada masyarakat, hal ini dilakukan oleh sekretaris daerah.  Setelah diundangkan 

peraturan daerah wajib disebarluaskan oleh pemerintah kepada seluruh pihak baik itu 

pemangku jabatan lainnya dan masyarakat. 
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BAB IV  

DINAMIKA PROSES POLITIK PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PERDA 

NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN 

PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL 

A. Latar Belakang terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Di 

kabupaten kendal 

Perda Fasilitasi Pesantren di Kabupaten Kendal merupakan produk hukum yang 

ditetapkan  oleh pemerintah pada 29 juli 2021. Kemunculan Perda Pesantren didasari 

oleh terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 yang di anggap oleh pemerintah daerah 

belum memiliki tahapan yang jelas dalam pelaksanaannya, aturan teknis di tingkat 

Daerah yang belum ada memicu Kabupaten kendal untuk menerbitkan Perda Pesantren 

di tataran Daerah. 

Mengacu pada hasil laporan naskah akademik yang diterbitkan oleh DPRD 

Kabupaten Kendal  menyebutkan  pada tahun 2019 jumlah pesantren yang mencapai 

119 dengan rincian sejumlah 89 satuan pendidikan dan 32 penyelenggara pendidikan 

dan jumlah murid bermukim sejumlah 14311 dan 2107 tidak bermukim. Berdasar hasil 

tersebut di sebutkan bahwa Kabupaten kendal merupakan Daerah dengan nomor urut 

14 dengan jumlah pesantren terbanyak di Jawa Tengah. Berdasarkan catatan yang di 

sebutkan pemerintah Kabupaten Kendal mengidentifikasikan dasar masalah yang perlu 

dicukupi adalah belum adanya dasar hukum tentang penyelenggaraan pesantren di 

kabupaten kendal, masih banyak pesantren yang kurang mendapat dukungan terkait 

prasarana dan pendanaan pesantren serta perlunya perbaikan manajemen 

pesantren(DPRD Kabupaten Kendal, 2020). 

B. Proses Pembentukan Peraturan Daerah 

Kemunculan Perda Pesantren di Kabupaten Kendal merupakan kemunculan 

Perda yang berkaitan dengan Pesantren. Fraksi PKB merupakan pencet us Perda Peisantrein 

Di kabupaten Kendal memiliki peran besar bagi terbentuknya Perda Pesantren seipeirti 

yang dikatakan Bapak Kholid Abdillah (15 Maret 2023) seilaku pihak anggota Deiwan 

DPRD Kabupaten n  Kendal yang merrupakan sekret aris Fraksi PKB dan merupakan ketua 

Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Kendal: 

“kalo Perda Fasilitasi Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal itu yang 

mengajukan atau pengusulnya itu dari fraksi partai kebangkitan bangsa diusulkan sejak 

tahun 2019 sejak adannya uu pesantren na setelah itu ditetapkan menjadi prompemerda 

DPRD Kabupaten Kendal untuk pembahasan perda di tahun 2020” 
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Fraksi PKB me imiliki keipeintingan yang kuat dalam pe ingeimbangan pondok 

peisantrein di Kabupate in Keindal. Hal ini diseibabkan oleih PKB seibagai partai yang 

meingusung ageinda keagamaan dan kebangsaan, dimana pengembangan pondok 

peisantrein dianggap seibagai salah satu cara untuk me impeirkuat keibeiradaan agama dan 

meimbangun bangsa yang kuat. 

Sebagai pengusul Perda tentang fasilitasi pe ingeimbangan pondok pe isantrein, Fraksi 

PKB beirpeiran dalam me inyusun konseip dan rancangan pe irda teirseibut. Fraksi ini juga 

beirpeiran dalam membahas dan meindiskusikan isi dari pe irda teirseibut beirsama deingan 

anggota DPRD Kabupate in Keindal lainnya. Se ilain itu, Fraksi PKB juga me ilakukan lobi 

dan konsultasi de ingan pihak-pihak teirkait, seipeirti peisantrein dan tokoh agama, untuk 

meimpeiroleih masukan dan dukungan dalam pe imbeintukan peirda teirseibut. 

“Yang jeilas dari kita DPRD Kabupatein Keindal, teirus dari 

peimeirintah  E ikseikutif itu juga ada dari bagian Ke isra terus dari bagian 

Hukum, trus dari bagian dinas-dinas teirkait yang ada kaitannya de ingan 

peimbahasan peirda peisantrein, dari keimeinag, itu yang dri peimeirintah 

seilain itu juga ada dari fkpp, trus dari RMINU teirus aktifis slm juga kita 

libatkan, tapi yang leibih dominan dari PKB kare ina itu kan kita yang 

meingajukan, kareina seibeilum kita meingajukan kan sudah punya bahan 

diskusi dan kita meimang sudah keililing keistakeiholdeir pondok peisantrein 

di Kabupatein Keindal”. (Kholid Abdillah,15 Mareit 2023) 

Seperti yang disampaikan, peimbeintukan peirda peisantrein di kabupatein Keindal 

beibeirapa antara lain me irupakan keilompok peimeirintahan Kabupate in Keindal keimudian 

dari keilompok masyarakat dan juga ke ilompok-keilompok aktifis yang juga ikut 

beirpeiran dalam hal te irseibut antara lain Keilompok peimeirintah teirdiri dari DPRD 

Kabupatein Keindal, pihak E ikseikutif, bagian Keisra, bagian Hukum, dan Dinas-Dinas 

seirta Keimeintrian Agama, teirkait yang be irhubungan deingan peimbeintukan peirda 

Peisantrein; keilompok agamis se ipeirti RMINU kabupate in Keindal dan aktifis-aktifis 

peisantrein. Beiliau juga meinjeilaskan dasar dibeintuknya peirda teirseibut tidak seimata-mata 

lahir dari buah pikir partai PKB namun inisiatif te irseibut hadir kare ina adanya diskusi 

antara pihak PKB bersama pihak-pihak peisantrein Sei-kabupatein Keindal. 

Proseis peimbeintukan peiraturan daeirah jika meingacu pada Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019  Pembentukan Peiraturan 

Peirundang-undangan di se ibutkan tahapan peimbeintukan peiraturan daeirah dalam pasal 

1 ayat 1 yaitu: (1) tahapan perencanaan; (2) tahapan penyusunan; (3) Tahapan 

Peimbahasan; (4) Tahapan Pengesahan  atau penetapan, (5) Tahapan pe ingundangan, dan (6) 

Tahapan Peinyeibarluasan. 
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1. Tahap peireincanaan 

Pada tahap ini dilakukan program le igislasi daeirah (prole igda), meimuat 

teintang mateiri yang beirkaitan dengan peirundang-undangan. Prole igda dilakukan oleih 

peimeirintah daeirah paling lama 1 tahun dan dilakukan ole ih DPRD dan Pe imeirintah 

Daeirah yang ditetapkan meilalui rapat paripurna DPRD. 

Sebelum rancangan Peraturan daerah masuk kepada tahap perencanaan oleh 

Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)  Perda pesantren merupakan 

Perda yang dicetusan oleh Fraksi PKB. Beirdasarkan hasil wawancara yang te ilah 

dilakukan keipada Bapak Kholid Abdillah (15 Maret 2023) seilaku pihak anggota 

Deiwan DPRD Kabupaten keindal yang merupakan sekretaris Fraksi PKB dan merupakan 

ketua BAPEMBERDA DPRD Kabupaten Kendal teilah meinjeilaskan bagaima proses 

cetusan Raperda Pesantren dapat diterima oleh BAPEMERDAbeiliau meingatakan 

bahwa : 

“kalo peirda fasilitasi pondok peisantrein di kabupatein keindal itu  

yang meingajukan atau peingusulnya itu dari fraksi partai ke ibangkitan 

bangsa diusulkan seijak tahun 2019 seijak adanya UU peisantrein na 

seiteilah itu diteitapkan meinjadi prompeimeirda DPRD Kabupatein Keindal 

untuk peimbahasan peirda di tahun 2020”, (Kholid Abdillah,15 Mareit 

2023) 

Seipeirti yang dikatakan Bapak Kholid Abdilah Prose is peimbeintukan Peirda 

Nomor 4 Tahun 2021 te intang Fasilitasi Pe ingeimbangan Pondok Pe isantrein di 

Kabupatein Keindal dimulai dari inisiatif  Fraksi PKB Kabupate in DPRD Keindal dan 

diusulkan sejaka tahun 2019 yang meimandang peirlu adanya keibijakan yang leibih 

jeilas dan teirukur dalam me indukung peingeimbangan pondok peisantrein di daeirah 

teirseibut. Keimudian pada tahun 2020 seiteilah usulan masuk pada prompe imeirda 

barulah mulai pe imbahasan teintang peirda peisantrein di kabupate in keindal. Kemudian 

beliau  menjelaskan bagaimana dukungan itu dilakukan itu diberikan dalam bentuk 

Perda Pesantren: 

“Peirda Nomor 4 Tahun 2021 te intang Fasilitasi Peingeimbangan 

Pondok Peisantrein di Kabupatein Keindal itu dibeintuk dalam rangka 

meimbeirikan dukungan dan fasilitasi yang le ibih baik keipada pondok 

peisantrein di Kabupate in Keindal. Peirda ini beirtujuan untuk 

meningkatkan kualitas peindidikan di pondok peisantrein dan madrasah 

tujuanya untuk memperkuat peran pondok peisantrein seibagai leimbaga 

peindidikan keiagamaan yang peinting bagi masyarakat Kabupaten 

Keindal.” (Kholid Abdillah,15 Mareit 2023) 
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Seipeirti yang dikatakan ole ih narasumbeir keipeintingan Peirda peisantrein adalah 

seibagai alat bagi madrasah dan pondok pe isantrein di kabupate in keindal agar leibih 

beirkeimbang deingan dukungan pe imeirintah daeirah. Beirdasarkan naskah akade imik 

yang dipeiroleih peineiliti dibeintuknya peiraturan daeirah dalam ruang lingkup mate iri 

muatan peirda peisantrein dijeilaskan “peimbeintukan peraturan daerrah  dimaksudkan 

dalam rangka me inye ileinggarakan peingeimbangan peisantrein baik dalam pe imbinaan  

maupun pemberdayaan peisantrein seihingga pada gilirannya pe isantrein meiningkatkan 

peiran dalam me ilaksanakan fungsi pe indidikan, dakwah dan fungsi pe imbeirdayaan 

masyarakat.” Dan ke itika melihat leibih dalam pada laporan naskah akade imik 

masalah yang teirtuang adalah “beilum adanya dasar hukum teintang peinyeile inggaraan 

peisantrein ditingkat kabupatein keindal seibagai turunan dari Undang-Undang  Nomor 

18 Tahun 2019 te intang Peisantrein, masih cukup banyak pe isantrein di kabupatein 

Keindal yang kurang me indapat dukungan baik pe irhatian, baik pe irhatian teirhadap 

peisantrein seirta peindanaan cukup dalam pe ingeimbangan peisantrein seirta peirlunya 

peirbaikan manaje imein peisantrein seibagai wadah dalam dakwah ke i masyarakat 

supaya leibih baik” (DPRD Kabupaten Kendal, 2020:10). 

2. Tahap Peinyusunan 

Pada tahap penyusunan usulan atas Raperda yang akan dibentuk akan melaui 

tahap penyusunan naskah akademik sebagai dasar dari Perda yang akan disahkan  

namun proses tersebut tidak semudah yang di bayangkan, perlunya refrensi daerah 

lain bagi penyusun kebijakan untuk mempermudah proses penyusunan dan  tahap 

selanjutnya kendala tersebut tidak luput pada proses penyusunan perda pesantren. 

kendala yang menghambat dalam penyusunan nyusunan Perda di kabupate in kendal dalam 

wawancara (15 Mare it 2023) Bapak Abdul Kholid Me injeilaskan: 

“Setelah kita masukan di prompemerda (Program Pembuatan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal) tentang Perda Fasilitasi 

Pesantren setelah itu kita menunjuk pihak ketiga untuk membuat 

naskah ademik dan juga kajian sebagai dasar perda tersebut. Dalam 

mencari pihak tersebuat itu juga gampang-gampang susuah karna 

waktu itu Kendal jawa tengah baru peratama kali perda pondok 

pesantren di buat. Tapi dengan ikhtiar kita bekerja sama dengan RMI, 

Kemenag, majelis-majelis pondok pesantren yang tidak hanya di 

Kendal tapi juga di Jawa tengah maupun pusat akhirnya kajian naskah 

akademik itu bisa kita selesaikan setelah itu tidak terus berjalan mulus, 

setalah naskah adamik selesai dibuat lah perda setelah itu kan ada 

namanaya pablikhiring masukan-masukan dari masyarakat tentang 

rancangan awal draf Raperda itu, disitu juga banyak dinamika” yang 

terjadi waktu publikhiring, masukan-masukan dari tokoh-tokoh, 
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pengasuh, aktivis pondok pesanten itu sangat banyak setelah itu selesai, 

baru DPRD membuat panitia khusus (pansus). (Kholid Abdillah,15 

Mareit 2023) 

Dalam percakapan yang te rjadi Bapak Kholid be irusaha meinjeilaskan pada 

latar dimana peirda peisantrein teilah memmasuki tahap prompe ime irda kabupatein Keindal 

deingan deimikian pihak DPRD me inunjuk pihak keitiga seibagai peirumusan naskah 

akadeimik yang deingan susah-susah gampang didapat namun akhirnya dapat juga, 

hal itu dikare inakan Daeirah kabupatein keindal Meirupakan peinceitus peirtama di 

Provinsi Jawa Te ingah yang meilakukan peimbeintukan keibijakan teintang peisantrein. 

Denngan ikhtiar bekerja sama de ingan RMI, ke imeintrian Agama, maje ilis-maje ilis 

pondok peisantrein yang tidak hanya di ke indal tapi juga di jawa te ingah maupun pusat 

akhirnya kajian naskah akade imik itu bisa teirseileisaikan. Seiteilah itu DPRD meimbuat 

panitia khusus untuk me impeirlancar peimbeintukan peirda teirseibut yang juga 

teirdampak keindala kareina hirarki UU sebagai pe idoman diantaranya be ilum ada 

deingan jeilas di atas beiliau mengatakan hanya UU pe isantrein yang meinjadi dasar 

teirbeintuknya Perda peisantrein di Kabupaten ke indal, tanpa pe irpreisnya dan peirmein 

seibagai landasan lainnya tapi sudah mengusulkan dan meimbahas teintang peirda 

peisantrein seihingga meinjadi probleim deingan Pihak Eikseikutif  dan  pihak lain yang 

tidak diseibutkan, namun se iteilah pihak DPRD be irkomunikasi de ingan Keimeinteirian 

Agama teirnyata pihak keimeinteirian Agama teilah meinyiapkan draft yang akan 

meinjadi peirmein seihingga poin-poin dari draft yang akan me injadi peirmein dapat 

diambil dan dijadikan se ibagai bantuan landasan se iteilah UU Pondok Peisantrein tahun 

2019. Keimudian beiliau keimbali meinjeilaskan teirkait peinolakan yang te irjadi: 

“Ada, perubahan-perubahan peinolakan-peinolakan teirmasuk soal 

judul dulu kita meingajukan hanya peirda peisantrein di kabupaten keindal 

trus akhirnya di te ingah jalan kita rubah meinjadi peirda fasilitasi 

pondok peisantrein ditambahi kata-kata fasilitasi, trus ada lagi soal 

keiweinangan-keiweinangan itu tanggung jawab nantinya peirda itu 

keimana, larinya yang meingampu dians apa itu juga se ipat juga teirik 

ulur, jawabnya ooo leimpar sana aja sini aja kayak gitu tapi ya akhirnya  

karena keirja kita yang eikstra itu  membuat bagaimana  te iman-teiman itu  

bisa ,sadar  bahwasanya  pe irda ini peinting  buat kabupaten keindal  

walaupun peirda ini yang mengusulkan  FPKB  tapi seibeineirnya peirda ini  

manfaatnya  tidak hanya untuk PKB tapi se icara luas untuk masyarakat 

kabupatein Kendal. Karna kita tau musyarakat di kabupate in keindal itu 

kan banyak santri banyak warga NU jadi dalilnya simpel  kalau kita itu 

(peimeirintah) itu bisa meinseijahteirakan warga NU, bisa 

meinseijahteirakan santri otomatis mayoritas masyarakat di kabupate n 

Kendal juga sejahtera kare ina mayoritas masyarakat di kabupate in 
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keindal warga NU sama saja di Indonesia itu mayoritas NU jadi kalau 

peimeirintah bisa mein seijahteirakan warga NU  otomatis masyarakat di 

Indoneisia juga akan seijahteira, nah itu yang seilalu kita deingung kan 

keipada teiman- teiman di luar FPKB ingsyaallah kalau te iman-teiman 

FPKB sudah paham semua, kareina FPKB di kabupate in keindal juga 

basisnya teiman-teiman anggotanya banyak dari pondok pe isantrein, 

aktifis pondok peisantrein, aktifis organisasi Nu juga.” (Kholid 

Abdillah,15 Mareit 2023) 

Dalam penjelasannya peirubahan dan penolakan teirmasuk tidak semata-mata 

teintang dasar hukum namun juga teirkait judul yang diajukan yang se imula 

meingajukan peirda peisantrein di kabupatein keindal seiiring proseis beirjalannya 

peirancangan dirubah me injadi Peirda Fasilitasi Pondok Pe isantrein, kata-kata fasilitasi 

lah yang meinjadi pokok peirubahan judul, adapun pe irmasalahan yang te irjadi teirkait 

peinolakan kewenangan-kewenangan  te intang tanggung jawab imple imeintasi peirda 

yang akan dinaungi dinas te irkait dikarenakan pihak Dinas saling leimpar wewenang 

seiakan tidak ingin me ingurus persoalan peisantrein. Deingan ikhtiar fraksi PKB se ibagai 

peingusul Peirda Peisantrein yang meinjeilaskan bagaiman pe intingnya peirda teirseibut 

bagi Kabupatein keindal akhirnya pihak-pihak dinas meineirima akan beban yang akan 

dijalankan te irkait peirda peisantrein. 

3. Tahap Peimbahasan  

Tahap peinyusunan dibagi atas dua bagian yaitu tahap peinyusunan rancangan 

peiraturan daeirah dari Bupati dan tahap rancangan pe iraturan daeirah dari DPRD. 

Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kendal yang membahas tentang 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Jumat (29/11/2019) hasil rapat 

paripurna tersebut menetapkan program pembentukan peraturan daerah kabupaten 

Kendal tahun 2020 dengan Raperda yang akan dibahas terdiri dari 13 Raperda 

prakarsa DPRD dan 24 Raperda prakarsa Eksekutif termasuk Raperda Pesantren 

yang merupakan Raperda  prakarsa DPRD Kabupaten Kendal (DPRD Kabupaten 

Kendal, 2019) 

Tahapan pmbahasan peida peisantrein  dilakukan oleh pihak DPRD Kabupatein 

Keindal dan berlangsung pada pada komisi 3 DPRD Kabupaten Kendal. dalam 

wawancara yang beirlangsung be irsama Bapak Mahfud sodiq selaku ketua Pansus 3 

DPRD Kabupaten Kendal pada (4 Mei 2023) teintang peirda peisantrein di Kabupatein 

Keindal beiliau meingatakan pembentukan Pansus 3 berdasarkan tatatertib DPRD 

sebagai berikur: 
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“Pansus 3 dibeintak beirdasarkan tata te irtib DPRD kabupate in 

Keindal bahwa 41 deiwan dibagi 3 pansus salah satunya pansus 3 itu 

meimbahas teintang peirda peisantrein Keimudian untuk fraksi te irdiri dari 

PKB yaitu keitua Mahfud sodiq seileibihnya ada,  ada Girindra ada P3 

ada fraksi gabungan pan PKS dan De imokrat seirta gabungan Golkar 

dan Nnasdeim, teirdiri dari 6 fraksi”. (Mahfud Sodiq, 4 Mei 2023) 

Seperti yang dikatakan Bapak Mahfud Sodiq pe imbeintukan pansus dibe intuk 

beirdasarkan tatateirtib DPRD deingan pansus 3 seibagai pansus yang me imbasah 

teintang peirda pesantren. Dalam keianggotaan pansus 3 Bapak Mahfud Sodiq be irpeiran 

seibagi keitua pansus 3 dengan anggota yang te irdiri dari fraksi Ge irindra, Fraksi PPP, 

fraksi gabungan PKS PAN dan Fraksi Gabungan Golkar Nasde im, yang keimudian 

membahas mengenai Per rda pesantren. Peirda hibah dan bansos se irta Perda keipeimudaan. 

Pembahasan dalam pansus 3 merupakan pembahasan yang berkaitan dengan 

penyusunan dan pembahasan mengenai Perda Pesantren adapun gejolak yang terjadi 

mengenai pembahasan Perda peisantrein seibagaimana yang dijelaskan Bapak 

Mahfud: 

“proseis peimbahasan Perda peisantrein dalam pansus 3 ini 

seibeinarnya seijak awal peirnah mengalami keindala 1 kareina beilum 

adanya peirpreis pada waktu itu maka ada beibeirapa fraksi seimpat 

meinolak; PKS dan PAN, akan teitapi saya seilaku keitua pansus 

meindorong seicara seirius agar bagaimana Perda ini diseitujui oleih 

seimua fraksi yang akhirnya  meiskipun pada waktu itu be ilum ada 

Peirpreisnya Perda fasilitasi te itap beirjalan”. (Mahfud Sodiq, 4 Mei 

2023) 

Seperti yang disampaikan ke indala yang te irjadi pada peinyusunan Perda 

Pesantren kareina memang belum adanya produk hukum Perpres seihingga adanya 

peinolakan dari beberapa fraksi namun, deingan upaya yang dilakukan bapak Mahfud 

akhirnya peinyusunan Perda tetap dilakukan meiskipun beilum adanya Peirpreis. 

Keimudian adapun ke indal yang disampaikan bapak Mahfud Sodiq: 

“Dalam perumusan Perda peisantrein yang meinjadi keindala 

kareina beilum adanya peirpreis waktu itu dan beilum adanya daeirah-

daeirah yang teilah menyelesaikan peirda peisantrein kita seimpat keisulitan 

untuk studi banding ke i beirbapa daeirah meiskipun akhirnya ke indal 

meinjadi satu-satunya kabupatein di Indonesia teilah menyelesaikan peirda 

peisantrein”. (Mahfud Sodiq, 4 Mei 2023) 
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Seperti yang disampaikan hal lain terikat Kendala yang teirjadi seilain mengenai 

landasan hukum adalah te intang beilum adanya daeirah yang meimiliki produk hukum 

seirupa seihingga tidak dapat me ilakukan studi banding yang berdampak pada 

keisulitan komisi 3 dalam me inyusun Perda Pesantren. Adapun hambatan lain yang 

disampaikan bapak Mahfud terkait penyusunan Raperda  

“Yang awalnya Perda ini berjudul tentang Perda Pesantren 

akhirnya menjadi fasilitasi pengembangan pesantren. Yang 

mempengaruhi perumusan. Kalo perumusan Perda ini  kurang lebih 1 

tahun kita selesai itu termasuk naskah akademiknya”. (Mahfud Sodiq, 

4 Mei 2023) 

Pada hasil wawancara yang telah disampaikan dijelaskan oleh bapak Mahfud 

bagaimana perubahan atas judul dan bagaimana proses penyelesaian Raperda beserta 

naskah akademik yang selesai dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun pada pansus 

3. Sedangkan dorongan yang kuat dari kalangan kelompok masyarakat turut 

menyertai proses penyusunan seperti yang di sampaikan bapak Mahfud: 

“kalo yang mempengaruhi ini ya terus terang adalah karena 

dorongan politik di kabupaten Kendal yang notabennya mayoritas NU 

dan juga banyak sekali pesantren pesantren di kabupaten Kendal yang 

menurut kami partai politik belum mendapat fasilitasi yang baik dari 

pemerintah.” (Mahfud Sodiq, 4 Mei 2023) 

Berdesakan proses yang panjang kurang lebih 1 tahun Raperda Pesantren 

yang dibahas oleh Pansus 3 mengalami banyak proses dinamika antara lain 

perubahan atas judul, penolakan atas dasar hukum Raperda yang dianggap kurang 

kuat dan juga proses perumusan naskah akademik serta dorongan politik kelompok 

masyarakat Kendal. 

4. Tahap peingeisahan. 

Rancangan Peiraturan Daeirah yang teilah diseipakati oleih Bupati dan DPRD 

pada rapat paripurna DPRD akan disampaikan oleh pimpinan DPRD untuk 

kemudian ditetapkan sebagai Perda, paling lambat dengan jangka waktu 7 hari, 

kemudian disahkan secara lisan dan tulisan yang terdapat pada halaman akhir 

peraturan daerah, kemudian akan diundangkan  sesuai dengan ketentuan Perundang-

undangan. Seperti yang disampaikan Bapak Kholid Abdilah: 

“Seiteilah meilalui seirangkaian tahapan peinyusunan rancangan 

peirda, DPRD Kabupate in Keindal meingeisahkan Peirda Fasilitasi 

Peingeimbangan Peisantrein pada tahun 2021. Ke imudian diundangkan 
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oleih Bupati Kabupatein Keindal pada tahun 2021 dan mulai be irlaku 

pada tahun 2021.” (Kholid Abdillah,15 Mareit 2023) 

Seipeirti yang disampaikan Bapak Kholid abdilah  me ilalui seirangkaian 

tahapan peinyusunan rancangan pe irda, DPRD Kabupate in Keindal meingeisahkan 

Peirda Nomor 4 Tahun 2021 Pengesahan yang dibahas pada rapat paripurna DPRD 

dibahas dan disahkan pada 9 Juni 2021 dan Pesantren ditetapkan dan mulai berlaku 

sejak 29 Juli 2021. Pengesahan Pada proses sidang paripurna yang membahas terkait 

pesantren tidak ada pihak yang menolak terkait Raperda yang akan disahkan seperti 

yang dikutip dari blog web NU Kendal Online: 

“Raperda Pesantren yang berhasil disetujui bersama tanpa ada 

yang menolak saat diparipurnakan adalah turunan undamg-undang 

pesantren yang dibuat pemerintah pusat”(NU Online Kendal, 2021) 

Berdasarkan pemaparan tahap pembahasan Raperda Pesantren di Kabupaten 

Kendal menjelaskan kondisi pada tahap pembahasan memeng dalam keadaan yang 

berjalan lancar dikarenakan Raperda yang diinisiasikan oleh Fraksi PKB dan 

disampaikan dalam rapat oleh DPRD di sepakati oleh semua pihak. 

5. Tahap penyebar luasan 

Pada tahap ini pe iraturan daeirah yang te ilah disahkan akan dise ibar luaskan 

pada masyarakat kabupatein keindal meilalui weib reismi daeirah ataupun peirteimuan 

deingan masyarakat ataupun ke ilompok-keilompok yang ada di kabupate in keindal 

seipeirti yang disampaikan bapak Mahfud Sodiq pada wawancara yang te irjadi pad 4 

meii 2023: 

“kalau untuk peirda peisantrein teilah disahkan pada tahun 2021 

lalu seiteilah itu barulah kami dari pihak peimeirintah akan 

meinsosialisasikan peirda teirseibut keipada pondok peisantrein pondok 

peisantrein yang ada di Kabupate in keindal Khususnya warga NU yang 

meirupakan mayoritas masyarakatnya Nahdhotul Ulama”. (Mahfud 

Sodiq, 4 Mei 2023) 

Atas apa yang teilah disampaikan ole ih Bapak Mahfud Sodiq perda pesantren 

disahkan pada 29 Juni 2021 peirda peisantrein yang meirupakan produk hukum baru di 

Kabupatein Keindal dan te ilah meilalui seirangkaian tahap pe imbeintukan peirda . 

C. Kebijakan Model Kelompok Thomas R Dye Dalam Penyusuna perda pesantren 

Di Kabupaten Kendal 
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Jika mengacu pada teori formulasi Thomas R. Dye kebbijakan publik adalah “is 

whateiveir goveirmeints choosei to do or not to do” yang me ineigaskan keipada peimeirintah, 

adalah apapun yang dipilih pe imeirintah, meingeirjakan atau tidak teirhadap seisuatu 

tindakan yang diteigaskan oleih Dyei bahwa apapun yang dilakukan ole ih pemerintah serta 

meirta harus berdasarkan tujuan, bukan hanya kare na keinginan pemmeriintah ataupun 

peijabatnya. Dalam konteks Perda pesantren di Kabupaten Kendal DPRD yang 

merupakan bagian dari pemerintah yang berperan  membuat kebijakan, pemerintah 

telah mengambil pilihan untuk sebuah kebijakan dengan tujuan mewadahi pondok 

pesantren di Kabupaten Kendal. Dan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh 

peneliti terkait pembentukan Perda Pesantren peneliti menarik kesimpulan terhadap 

model yang cocok dengan alur terbentuknya Perda pesantren di Kabupaten Kendal 

adalah “model kelompok”. 

1. Kelompok Kepentingan  

Sebagai pengusul Perda Pesantren, Fraksi PKB memiliki kepentingan 

terhadap terbentuknya Perda Pesantren terlihat dalam upaya yang dilakukan oleh 

Frakksi PKB untuk memperjuangkan kepentingan kelompok seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Kholid Abdillah pada (15 Maret 2023)  

“Sudah kita rancang matang-matang dulu 2016 itu sebenernya 

kita sudah mau membikin perda tentang pendidikan agama islam, dulu 

waktu itu di tolak, ditolak di tingkatan Provinsi. Karna memang sekali 

lagi yang namanya keagamaan itu kewenangan pusat, ya daerah nggak 

usah ikut-ikutan lah semuanya regulaisnya dari pusat. dulu kan di tolak 

saya masih ingat dulu sebelum jadi dewan ya saya inget waktu 

pembahasan sama teman-teman di ajak diskusi juga soal itu, jadi 

memang persiapanya sudah lama data-data yang kita punya terus 

kemanfaatan dari perda itu kita sudah punya itulah data-data untuk 

mengajukan raperda pesantren.” 

Berdasarkan kegagalan dalam mencetuskan Perda pada tahun 2016 Fraksi 

PKB kembali mengusulkan Perda Pesantren setelah kemunculan Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren. Dengan sudut pandang yang 

memandang perlu adanya kebijakan yang jelas dan terukur dalam mendukung 

pengembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dikarenakan 

diskusi panjang yang dilakukan Fraksi PKB dengan kelompok agamis di Kabupaten 

Kendal. 

“kami disitu (partai kebangkitan bangsa) merupakan alat 

politik atau tangan panjang dari para kiyai, pondok pesantren dan kita 

sering diskusi dengan beliau”. Sebelum kita mengusulkan itupun 
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merupakan hasil diskusi dengan pengampu pondok pesantren se 

kabupaten kendal. Dulu saya masih ingat itu dulu bertemu dengan para 

pengasuh FKPP, FKDT. RMINU, kumpul dirumah dinas pak ketua 

DPR bersama-sama intinya berdiskusi agar Kabupaten Kendal 

memiliki perda pondok pesantren dan dari kami (pkb) mengusulkan 

pembahasan  Pondok Pesantren di Tahun 2020.” (Kholid Abdillah,15 

Mareit 2023) 

2. Analisis Pembentukan Kebijakan  

Dalam hal ini kelompok kepentingan akan menganalisis kebijakan yang 

paling tepat sebagai formulasi kebutuhan kelompok kepentingan. Perda tentang 

Pondok Pesantren Merupakan hasil analisis terhadap kebutuhan masing-masing 

kelompok ataupun bukan kepentingan kelompok manapun. Seperti yang terjadi pada 

perumusan Perda Pesantren di Kabupaten Kendal. Kelompok agamis telah 

menganalisis dan berdiskusi terkait kebutuhan akan kebijakan yang sesuai dengan 

kelompok tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penolakan kebijakan 

pada tahun 2016 yang kemudian diusulkan kembali dengan rangka yang berbeda. 

Perbedaan visi dan misi kelompok pemerintah (Eksekutif) dengan kelompok 

kepentingan mengakibatkan lambatnya proses terbentuknya Perda Pesantren. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Mahfud pada ( 04 Mei 

2023)  

”kendal kalo melihat Visi misi bupati ini adalah soal indrustri 

dan pariwisata maka pesantren belum manjadi hal yang prioritas 

sehingga masih sedikit sekali anggaran untuk pengembangan 

Pesantren. Sementara perbub sudah terbit dan itupun atas dorongan 

masing-masing fraksi terutama Fraksi PKB” (Mahfud Sodiq, 4 Mei 

2023) 

 

3. Kompetisi Antar Kelompok 

Kompetisi yang terjadi dalam perumusan Perda Pesantren antar kelompok 

kepentingan dan tidak berkepentingan. Dapat dikatakan terlihat samar-samar namun, 

masih dapat dipahami dengan dinamika perumusan pada tahap persidangan maupun 

pembahasan. Pada tahap perumusan Perda kelompok non-kepentingan menolak 

adanya Perda Pesantren dengan alasan dasar hukum yang masih kurang, sedangkan 

pada waktu itu telah terbit undang-undang pesantren di Tahun 2019. 

”Tarik ulurnya itu soal cantolan hukum, kembali lagi waktu kita 

pembahasan perda pesantren  karna cantolan yang diatas hanya ada 

UU belum ada turunan petunjuk teknis perpres, permen  daripusat jadi 

eksekutif sempat gamang. trus ada lagi soal kewenangan-kewenangan 
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itu tanggung jawab nantinya perda itu kemana, larinya yang 

mengampu dinas apa itu juga sepat juga terik ulur, jawabnya ooo 

lempar sana aja sini aja kayak gitu. 

 

4. Kebijakan politik sebagai titik keseimbangan  

Berhasil disahkannya Perda Pesantren merupakan keseimbangan yang dibuat 

oleh pihak kelompok kepentingan. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Perda 

Pesantren setelah 2 tahun sejak dicetuskan pada tahun 2019 dan  merupakan kunci 

mempertahankan kekuatan politik pemerintah yang sedang berkuasa seperti yang di 

sampaikan Bapak Kholid Abdilah pada (15 Maret 2023): 

“mungkin jika perda ini sampai gagal disahkan karena 

kepentingan politik yang berbeda bisa jadi banyak yang akan kecewa 

sedangkan kita terus mendorong bagaiman perda yang telah di 

sahkan segera di implementasikan toh nyatanya saat ini baru nyampe 

Perbub” (Kholid Abdillah,15 Mareit 2023) 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019  sebagai 

landasan untuk mengkaji dan menunjukan bagaimana pola yang terbentuk pada model 

teori formulasi kebijakan Thomas R Dye terhadap terbentuknya Perda Fasilitasi 

Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal. tahap perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan dan Penyebarluasan menggambarkan bagaiman pemerintah 

Kabupaten dalam merumuskan kebijakan yang didasarkan pada tujuan tertentu, bukan 

semata-mata atas keinginan pemerintah atau pejabatnya. Dalam Peraturan Daerah 

pesantren di Kabupaten Kendal, dimana DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 

sebagai bagian dari pemerintah bertanggung jawab dalam membuat kebijakan terkait 

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal. Dalam hal 

ini, pemerintah telah memilih opsi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan wadah 

bagi pondok pesantren di Kabupaten Kendal atas dorongan politik daerah. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait pembentukan Perda Fasilitasi Pesantren di 

Kabupaten Kendal, menyimpulkan bahwa teori formulasi kebijakan yang dicetuskan 

Thomas R Dye menggambarkan bagaimana pola kebijakan yang diambil Olah 

pemerintah Kabupaten Kendal terkait Perda Pesantren mendapat pengaruh dari 

kelompok kepentingan sehingga terjadi gesekan antar kelompok kepentingan dan  dari 

pola yang terjadi dapat terlihat model formulasi yang sesuai dengan proses 

terbentuknya Perda Pesantren di Kabupaten Kendal adalah "formulasi kebijakan model 

kelompok". 

B. Saran 

1. Deingan teirbitnya peirda peisantrein diharapkan keipada peimeirintah agar teirus 

meingawal pokok tujuan yang te ilah dituangkan dalam ke ibijakan peirda peisantrein 

seihingga tidak timbul ke ikeiceiwaan dari masyarakat Kabupate in Keindal. 

2. Peirda peisantrein di kabupate in keindal dapat dijadikan se ibagai peidoman bagi 

peisantrein untuk meinuntut leibih keipada peimeirintah seibagai upaya pe iningkatan 

kualitas hidup peisantrein. 

3. Kiranya dalam pembentukan suatu perda pihak yang di beri wewenang sebagai alat 

yang nanti akan menjalankan fungsi perda untuk menerima tugas yang di bebankan 
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secara matang dan tidak saling lempar wewenang sehingga proses pelaksanaan perda 

akan berjalan sesuai keinginan masyarakat luas. 

4. Dalam peimbeintukan keibijakan publik peiran masyarakat harus dilibatkan dan 

ditingkatkan keimbali agar masyarakat me imahami beitul bagaimana pe imeirintah 

meindapat reispeik yang baik dari masyarakat se ihingga keipeircayaan masyarakat 

keipada peimeirintah dapat teirjaga deingan baik. 
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